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MOTTO 
 
اْوُه َت ْناَف ُوْنَع ْمُكَه َن اَمَو ُهْوُذُخَف ُلْوُسَّرلا ُمُكََتا آَمَو...
ج...  
Artinya:“...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...” (QS. Al-Hasyr: 7) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi 
di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 
ا Alif  Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta  T Te 
ث S|a S| Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim  J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Z|al Z| Zet (dengan titik 
di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
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ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص S{ad S{ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض D{ad D{ De (dengan titik di 
bawah) 
ط T{a T{ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Z{a Z{ Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع ‘Ain ‘__ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qof Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah __’ Aspostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 
(  َ ) Fath {ah A A 
(  َ ) Kasrah I I 
(  َ ) D{ammah U U 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةه ري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 
Tanda dan huruf Nama  Gabungan huruf Nama 
ي ى Fath{ah dan ya Ai A dan I 
ى ى Fath{ah dan wau Au A dan U 
 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa  
2. لىح Haula 
 
 
 
 
 
 xi   
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Harakat dan 
Tanda 
Nama 
ي......أ Fath{ah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي......أ Kasrah dan ya i > i dan garis di atas 
و......أ D{ammah dan wau u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لاق Qa >la 
2. ميق Qi >la 
3. لىقي Yaqu >la 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbu>t{ah  
Transliterasi untuk ta marbu >t}ah ada dua, yaitu : 
a. ta marbu>t{ah yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan 
d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
b. ta marbu >t{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya ta marbu >t}ah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbu >t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لافط لأا ةضوز Raud {ah al-at}fa >l 
2. ةحهط T }alh}ah 
 
5. Syaddah (Tasydi >d) 
Syaddad atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d (  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddad. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اى تز Rabbana> 
2. ل  صو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
لا (alif lam ma’arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan 
antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang 
yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مج  سنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
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7. Hamzah  
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  
Contohnya : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكا Akala 
2 نورخأت Ta’khuduna 
3. ؤرنا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulusan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contohnya : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لىسزلاإ دمحم امو Wa ma > Muhammadun illa>rasu >l 
2. هيمناعنا بز لله دمحنا Al-h}amdu lillahi rabbil ‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
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yang dihilangkan mkaa penulisan kata tersebut dalam transiletarsinya bisa 
dilakukan dengan duaa cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra >ziqin / 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi >n 
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu > al-Kaila wa al-mi >za>na /Fa 
aufu-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Suroya Aini, NIM: 152121042; “TALAK BID’I< DALAM 
PERSPEKTIF ISTIH{SA<N (Studi di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw)”. Banyaknya perkara perceraian yang masuk 
di Pengadilan Agama Ngawi, membuat pihak Pengadilan Agama Ngawi 
menyusun jadwal perkara demi perkara. Mulai dari pendaftaran perkara, 
pembukaan sidang, penanyaan identitas, anjuran damai, pembacaan gugatan, 
jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, 
musyawarah Majelis, pembacaan putusan Hakim, dan yang terakhir adalah ikrar 
talak. Dari panjang dan lamanya waktu yang diperlukan dalam satu perkara 
perceraian ini tidaklah mungkin keadaan istri dalam keadaan suci atau dan bisa 
hadir dalam tahap terakhir yaitu pengucapan ikrar talak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 
Hakim dalam penetapan ikrar talak kepada istri dalam keadaan haid di Pengadilan 
AgamaNgawi pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw dan bagaimana 
tinjauan Istih{sa<n terhadap kasus tersebut. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur, dengan sumber data 
yang digunakan adalah data sekunder berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama 
Ngawi. Penelitian menggunakan analisis data yang bersifat membahas dan 
menjelaskan terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan ikrar talak kepada 
istri dalam keadaan haid ditinjau dari Istih{sa<n. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim yang 
menetapkan ikrar talak kepada istri dalam keadaan haid didasarkan atas bentuk 
keadilan terhadap Pemohon dan Termohon, yaitu pelaksanaan ikrarnya sesuai dari 
pihak istri dan dasar cerainya sesuai putusan Pengadilan. Jika ditinjau dari sisi 
Istih{sa<n Mas{lah{ah sebagai dalil syarak, yaitu Pemohon dan Termohon 
menginginkan segera diselesaikannya perkara tersebut, maka bisa dilangsungkan 
ikrar talak dalam keadaan haid,dan sisi maslahat dari perkara tersebut bisa 
dipastikan bahwa istri yang dijatuhi talak tidak dalam keadaan hamil. 
 
Kata kunci: talak bid’i<, Istih{sa<n. 
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ABSTRACT 
 
Suroya Aini, NIM: 152121042; “TALAK BID’I< ON ISTIH{SA<N 
PERSPECTIVE (Study at Ngawi Religion Courts in Case No. 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw)”. There are so many divorce cases which is accepted 
by Ngawi religion courts. It makes them to arrange the schedule for the cases. 
That are registration, opening the courts session, asking identity, peaceful advice, 
reading accustion, the defendant answer, replik-duplik, authentication, conclusion, 
discuss, reading verdict by the judges, and the last is reading divorce promises 
(talak). Those are long steps and also so long time to do in a case of divorce. It is 
impossible from all the divorce case, the wife is always in purified condition. 
They may get menstruation period, and they cannot be present in the last step to 
reading divorce promise talak. 
The purpose of this study is to know the judge’s opinion on determining 
talak promises to the wife who gets menstruation period at Ngawi religion courts 
No. 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw the second to observe Istih{sa<n technical term of 
the case. 
This study is literatur research. The data source is secondary data which is 
copied from Ngawi religion courts verdict. It analized the data by discussing the 
character and also explaining the judge dicision on decide the case. It is the wife 
who get menstruation period on reading talak promises. This case is reviewed 
from Istih{sa<n. 
The result of this study shows the judge’s decision to the wife based on the 
justice of both, between the applicant and the defendant. Talak promises 
realization based on the wife condition and the basis divorce is depend on courts 
verdict such as Istih{sa<n Mas{lah{ah as dalil syarak. So, talak promises can be read 
directly by the wife in all condition, alhough menstruation period time. Besides, 
maslahat of the case the wife is certainly not in preganant condition. 
 
Keywords: talak bid’i<, Istih{sa<n. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya 
perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan 
perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatallah, meskipun penyebabnya 
berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula 
karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi 
perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena 
salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.
1
 
Perbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam 
secara materiel dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata 
cara pelaksanaan perceraian itu.  Suami yang sengaja atau tidak sengaja 
melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak dapat dikatakan telah 
jatuh talak.
2
 Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah
                                                             
1
  Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), hlm. 49. 
 
2
  Ibid.,hlm. 53. 
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hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini 
terjadi dalam hal talak ba’in.3 
Hukum talak ada kalanya wajib, sebagaimana talaknya suami 
bersumpah ila’ yang tidak ada maksud menggauli lagi. Sunah sebagaimana 
bagi suami yang tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya walaupun karena 
tidak ada kecenderungan hati kepadanya atau keadaan istri itu tidak menjaga 
harga diri, selama suami tidak khawatir dengan ditalaknya itu maka istri 
berbuat keji. Haram sebagaimana talak bid’i<, yaitu talak istri yang pernah 
disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu semacam haid dengan tanpa ada 
tebusan dari istri tersebut atau pada waktu suci yang disetubuhi dalam suci ini, 
sebagaimana mentalak istri yang belum pernah menikmati gilirannya, dan 
sebagaimana talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sakit dengan 
maksud menghalangi dari pewarisan. Makruh sebagaimana dalam keadaan 
selain semua yang tersebut di atas.
4
 
Dalam situasi yang tidak normal, Islam memperkenalkan perceraian 
sebagai jalan keluar dari kemelut yang tak kunjung padam dan demi 
melepaskan problem yang dapat menghalangi terwujudnya kebahagiaan 
dalam hidup. Namun perlu diketahui, bahwa perceraian dalam Islam 
meskipun dipandang sebagai barang halal, tetapi ia amat dibenci Allah. 
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  Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 192. 
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  Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu’in Jilid III, terj. Aliy As‟ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 
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Karena, perceraian hakikatnya merusak rumah tangga dan menelantarkan 
anak-anak. Akan tetapi di sisi lain, perceraian juga merupakan satu keharusan 
karena beberapa faktor. Syaratnya faktor tersebut harus jelas dan sangat 
mendesak yang hanya bisa teratasi dengan perceraian.
5
 
Salah satu sebab alasan mendesak (darurat) yang membolehkan suami 
untuk menjatuhkan talak adalah jika ia ragu akan kebaikan perilaku istrinya, 
atau hatinya tidak lagi tertarik kepada istrinya, karena sesungguhnya Allah lah 
yang Maha mengendalikan hati manusia. Akan tetapi, apabila talak dijatuhkan 
tanpa alasan yang mendesak, maka itu kufur nikmat dan hal itu menunjukkan 
etika yang kurang baik di dalam dirinya. Oleh karena itu, pada saat kondisi 
seperti ini talak dibenci dan dilarang oleh agama.
6
 Talak memang 
diperbolehkan terjadi, akan tetapi ada talak yang kehadirannya dilarang, yaitu 
talak bid’i<. Rahmat Hakim mengatakan seperti yang dikutip oleh Beni Ahmad 
Saebani bahwa “Talak bid’i< jatuhnya sah juga, hanya talak jenis ini jika 
dilakukan akan berdosa”.7 
Talak bid’i< adalah talak yang berbeda dengan talak yang disyariatkan; 
seakan-akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata atau ia 
menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia 
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 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2, terj. Ahmad Dzulfikar, Taufik, dan 
Mukhlis Yusuf Arbi, (Depok: Keira Publishing, 2016), hlm. 329. 
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  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid III, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa‟i, dan 
Abu Fadhil, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 3. 
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berkata: “engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai” atau juga ia 
menceraikan waktu haid dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah 
berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bid’i< haram, 
sedangkan orang yang melakukannya berdosa.
8
 
Al-Mawardi (Ulama Mazhab Syafi‟i) dalam al-Hawi al-Kabir 
menyatakan: 
 َوِب ٌم َّرَُمَ ٌرُْوظَْمَ َوُه َف .ِهْيف ٌعَِماُمُ ٍرُْهط فِ َْوا ٍضْيَح فِ ِةَعْدِبْلا َقَلاَط  ِهِعوُقُو فِ َفَل َتْخ اَو .ٍق َاف
 ُهُْجَُو َْيِْعِباَّتلاَو َِةباَحَّصلا ُلْو َق َوُهَو .اًمَّرَُمَ َناَك ْنِإَو ٌعِقاَو ُهََّنا اَن ُبَهْذَمَف .ِهِْيْرَْتَ َعَم اَه ََ ُُ ْلا ِرْو   .  
Artinya: 
Talak bid’ah adalah talak saat istri sedang haid atau suci yang sudah terjadi 
jimak. Hukumnya dilarang dan haram. Terjadi perbedaan ulama atas 
terjadinya talak. Mazhab Syafi’i menyatakan talaknya sah dan terjadi 
walaupun haram. Ini pendapat sahabat, tabi’in, dan jumhur mayoritas 
ulama.
9
 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya 
Perkawinan,Pasal 122 menjelaskan bahwa: 
“Talak bid‟i adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada 
waktu istri dalam haidh atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli atau 
dicampuri pada waktu suci tersebut”.10 
 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang menggunakan 
dasar fikih yang digunakan Hakim Pengadilan Agama sebagai salah satu 
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  Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 
hlm. 336. 
 
9
  Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (PDF), hlm. 115. 
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  Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji, 
(Jakarta: Alika, 2016), hlm. 30. 
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pijakan dalam menyelesaikan perkara perdata. Pengadilan Agama Ngawi 
merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani atau mempunyai 
wewenang dalam hal; perceraian, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, 
dan sedekah. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama 
Ngawi, perkara perceraianlah yang banyak ditangani dibandingkan dengan 
perkara lain. Pada 3 tahun terakhir, di Pengadilan Agama Ngawi, perkara 
cerai gugat berjumlah 3879 perkara yang diputus dan perkara cerai talak 
berjumlah 1678 perkara yang diputus.
11
 
Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama 
Ngawi, membuat pihak Pengadilan Agama Ngawi menyusun jadwal perkara 
demi perkara. Mulai dari pendaftaran perkara, pembukaan sidang, penanyaan 
identitas, anjuran damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, 
duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis pembacaan 
putusan Hakim, dan yang terakhir adalah ikrar talak. Dari panjang dan 
lamanya waktu yang diperlukan dalam satu perkara perceraian ini tidaklah 
mungkin keadaan istri dalam keadaan suci dan atau bisa hadir dalam tahap 
terakhir yaitu pengucapan ikrar talak. 
Perkara talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi tidak didata secara 
khusus, ada yang minta ditunda pengucapan ikrar talak karena istri dalam 
keadaan haid, dan ada ikrar yang diucapkan pada saat istri sedang haid. 
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  Khusnul Salim, Wakil Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Wawancara Pribadi, 10 April 2019, jam 
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Terjadinya ikrar talak dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Ngawi 
ditetapkan dengan Nomor Perkara 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw.
12
 
Dari uraian di atas penulis tertarik ingin meneliti dan menganalisa 
suatu penelitian dengan judul “Talak Bid’i < Dalam Perspektif Istih{sa<n (Studi 
di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan ikrar talak kepada istri 
dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Ngawi pada perkara Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw? 
2. Bagaimana tinjauan Istih{sa<n terhadap penetapan ikrar talak bid’i< di 
Pengadilan Agama Ngawi pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan pendapat Hakim dalam penetapan ikrar talak kepada istri 
dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Ngawi pada perkara Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
2. Mendeskripsikan tinjauan Istih{sa<n terhadap penetapan ikrar talak bid’i< di 
Pengadilan Agama Ngawi pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan landasan teori bagi para 
mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah terutama pihak 
yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. 
b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 
yang berhubungan dengan talak bid’i<. 
2. Manfaat praktis 
a. Menambah wawasan dan pengalaman untuk penulis. 
b. Menambah pengetahuan dan memberikan rujukan mengenai talak bid’i<. 
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E. Kerangka Teori 
1. Talak Bid’i< 
Menurut Beni Ahmad Saebani talak bid’i< adalah talak yang menyalahi 
ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada 
waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang 
dalam keadaan sedang haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya 
telah dicampuri.
13
 
Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid 3 mengartikan talak 
bid’ah adalah talak yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan Islam. 
Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan satu kalimat 
(ucapan), atau lebih dari satu kalimat, tapi di dalam satu tempat. 
Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazali talak bid’i< adalah talak 
yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah, tidak 
memenuhi syarat-syarat talak sunni<. Termasuk talak bid’i< ialah: 
a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di 
permulaan haid maupun di pertengahannya. 
b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah 
digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
14
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Para ulama sepakat bahwa hukum talak bid’i< adalah haram, dan 
pelakunya berdosa. Tetapi, menurut jumhur ulama talak itu tetap sah, 
sebagaimana dalil-dalil berikut ini: 
a. Talak bid’i< termasuk ke dalam kategori talak yang ada di dalam ayat-ayat 
tentang talak secara umum. 
b. Penjelasan Ibnu Umar r.a bahwa talaknya dihitung sebagai talak pertama 
ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid, kemudian 
Rasulullah SAW memerintahkannya untuk merujuk istrinya kembali. Ini 
berarti dianggap sah.
15
 
Sebagian ulama berpendapat bahwa talak bid’i< tidak sah. Mereka juga 
menolak pendapat yang mengatakan bahwa talak ini termasuk ke dalam 
kategori talak secara umum karena talak ini bukanlah talak yang dibolehkan 
oleh Allah SWT, tapi justru dilarang oleh Allah SWT.
16
 Hal itu sebagaimana 
firman Allah dalam surat at-T{alaq ayat 1: 
 ْوَُ َِّلطَف...  َة َّدِعْلا اوُصْحَاَو َّنِِتِ َّدِعِل َّنُه
ج...  
Artinya: 
“...maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat 
(menghadapi)iddahnya (yang wajar)...”.17 
 
Ulama yang berpendapat bahwa talak bid’i< tidak terjadi adalah 
Abdullah bin Umar, Sa‟id bin Musayab, Thawus (salah seorang sahabat Ibnu 
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  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah…, hlm. 35-36. 
 
16
  Ibid.,hlm. 36. 
 
17
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 558. 
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Abbas), Khalas bin Amru, dan Abu Qilabah. Mereka adalah ulama-ulama dari 
kalangan s}oh{abi. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Ibnu Uqail (salah 
seorang ulama Hanabilah), Ahlul Bait, dan ulama dari aliran Zahiriyah. Begitu 
pula dengan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad, dan dipegang juga 
oleh Ibnu Taimiyah.
18
 
2. Istih{sa<n 
Istih{sa<n secara etimologis mengandung arti “menganggap sesuatu 
yang baik”. Secara terminologis adalah berpalingnya sang mujtahid dari 
tuntutan qiya>s jaliy kepada tuntutan qiya>s khafiy berlandaskan dasar pikiran 
tertentu yang rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum 
kulliy kepada tuntutan hukum juz’iy berlandaskan dasar pikiran tertentu yang 
rasional.
19
 
Istih{sa<n ialah meninggalkan hukum sesuatu hal/peristiwa yang 
bersandar kepada dalil syarak menuju kepada hukum lain yang bersandar 
kepada dalil syarak pula, karena ada sesuatu dalil syarak yang mengharuskan 
peninggalan tersebut.
20
 
Menurut Romli SA Istih{sa<n adalah berkaitan dengan penerapan atau 
pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara 
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umum baik dari nas, ijmak, atau qiya>s, tetapi ketentuan hukum yang sudah 
jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan 
dengan persoalan yang khusus dan spesifik.
21
 
Sedangkan menurut al-Hasan al-Kurkhi al-Hanafi seperti yang dikutip 
oleh Rachmat Syafe‟i, “Istih{sa<n” adalah perbuatan adil terhadap suatu 
permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya 
suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan”.22 
Adapun yang menjadi objek adalah sebagai metode hukum yang 
mengenyampingkan ketentuan umum yang sudah jelas dan pindah kepada 
ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendakinya. 
Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup pada ketentuan yang 
sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin dan malah tidak tepat diterapkan, 
maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan 
umum atau yang sudah jelas tadi.
23
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penulis tidak memungkiri bahwa beberapa penelitian sebelumnya 
yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari 
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skripsi, tesis maupun jurnal penelitian yang meneliti mengenai talak bid’i<, 
antara lain: 
Pertama, tesis yang disusun oleh David Wildan yang berjudul 
Penetapan Talak Bid’i< di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif 
Maqa<s}id Shari<’ah T{a<hir Bin ‘A<shu <r. Permasalahannya adalah bagaimana 
pertimbangan hakim dalam penetapan ikrar talak bid’i> di Pengadilan Agama 
Jombang dan bagaimana tinjauan Maqa<s}id Shari<’ah T{a<hir Bin ‘A<shu <r 
terhadap pertimbangan hakim tentang perkara ikrar talak bid’i< tersebut. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terkait talak bid’i< di 
Pengadilan Agama Jombang, menyatakan bahwa keharaman talak bid’i< 
berhukum qat{‘i menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. 
Keharaman tersebut dikarenakan terdapat sebuah ‘illah (yang menurut 
Mas}alih{ul ‘illah) yang disebabkan, yaitu kondisi haid. Sebab lain yang 
ditimbulkan dari pelaksanaan talak bid’i< adalah memperlama masa ‘iddah 
bagi istri. Oleh karena itu, kesepakatan ulama atas keharaman talak bid’i< ini 
tidak lain karena untuk melindungi kaum wanita supaya bisa melakukan iddah 
secara wajar. Dalam tinjauan maqa<s{id shari>’ah, penetapan perkara talak bid’i> 
di Pengadilan Agama Jombang merupakan jalan tengah yang dilaksanakan 
Hakim sebagai orang yang mengadili tanpa memihak kepada orang yang 
berperkara, dalam hal ini pihak Pemohon dan Termohon untuk menjalankan 
13 
 
 
 
ikrar talak di sidang Pengadilan, kemaslahat yang bersifat juzziyat.24 Dalam 
tesis David Wildan tersebut juga membahas talak terhadap istri dalam 
keadaan haid. Walaupun terdapat persamaan mengenai pembahasan yang 
pada intinya menjatuhkan talak terhadap istri dalam keadaan haid atau disebut 
talak bid’i,< namun terdapat perbedaan dalam pembahasan objek putusan dan 
dalam penelitian penulis membahas mengenai bagaimana pandangan Istih{sa<n 
terhadap penetapan ikrar talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi pada perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
Kedua, skripsi yang disusun oleh Sulis Tiyono yang berjudul 
Implementasi Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid’i< di Pengadilan Agama 
Semarang (Studi di Pengadilan Agama Semarang). Permasalahannya adalah 
bagaimana implementasi Pasal 122 KHI tentang talak bid’i< di Pengadilan 
Agama Semarang dan apa hambatan implementasi Pasal 122 tentang talak 
bid’i< di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
Pengadilan Agama Semarang telah mengupayakan dan melaksanakan untuk 
tidak menjatuhkan talak yang termasuk talak bid’i<, sesuai dengan Pasal 122 
KHI tentang talak bid’i<. Namun pelaksanaan mengenai lapangan talak bid’i< 
kurang berjalan baik dan belum optimal. Ini terlihat dari kutipan akta cerai 
yang tidak menerangkan keadaan mantan istri waktu berlangsungnya 
perceraian. Serta tidak menanyakan keadaan istri dalam perkara cerai gugat. 
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Sedangkan kurangnya keberhasilan untuk menerapkan serta melaksanakan 
Pasal 122 KHI ini disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidak hadiran istri atau 
kuasa hukumnya dalam sidang ikrar talak, keinginan cepat bercerai sehingga 
mengesampingkan aturan mengenai talak bid’i<, padat dan banyaknya perkara 
yang masuk di Pengadilan Agama Semarang dan ketidaktahuan para pihak 
mengenai aturan tentang talak bid’i<.25 Penelitian Sulis Tiyono memfokuskan 
pada implementasi Pasal 122 KHI yang belum terlaksana dengan baik. 
sedangkan penelitian yang penulis teliti yakni penulis membahas mengenai 
pertimbangan Hakim dalam penetapan ikrar talak kepada istri dalam keadaan 
haid di Pengadilan Agama Ngawi serta bagaimana pandangan Istih{sa<n 
terhadap penetapan ikrar talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi pada perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
Ketiga, Jurnal Penelitian yang disusun oleh Mursyid Djawas dan 
Muhammad Yahya yang berjudul Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis 
Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah). Dari penelitian ini menjelaskan bahwa 
menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak yang dijatuhkan kepada istri yang 
sedang haid adalah talak yang tidak sesuai dengan hukum syarak. Allah dan 
Rasul tidak pernah mensyariatkan talak dalam kondisi istri sedang haid. Jika 
talak tersebut tetap dilakukan, maka suami dipandang berdosa. Alasannya 
karena talak yang demikian tidak diizinkan serta diharamkan dalam syariat 
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Islam. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa status atau 
kedudukan hukum talak terhadap wanita haid tidak berlaku atau tidak sah, 
sehingga istri yang dicerai tidak perlu ber’iddah dengan talak itu. Terdapat 
tiga dalil yang menjadi landasan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam 
menetapkan status hukum talak terhadap wanita haid. Pertama, yaitu dalil al-
Qur‟an (surat at-T{alaq ayat 1) terkait dengan anjuran talak pada kondisi atau 
waktu si istri dapat melaksanakan masa ‘iddah secara wajar. Suami 
diharamkan menalak istri dalam kondisi haid, jika terjadi maka talak tersebut 
tidak berlaku. Kedua, yaitu dalil h{adi<th dari Ibnu Umar yang menalak istrinya 
sedang haid. Menurut Ibnu Qayyim, dalam h{adi<th tersebut Rasulullah tidak 
menyatakan talak itu jatuh dan tidak pula menyuruh wanita yang ditalak untuk 
ber’iddah. Ketiga, Ibnu Qayyim menggunakan qiya<s, yaitu menganalogikan 
hukum nikah dengan talak. Nikah akan batal ketika terjadi pada waktu wanita 
sedang ihram dan menjalankan masa ‘iddah dari suami pertamanya. 
Alasannya karena nikah seperti itu telah melanggar hukum syarak. Begitu 
pula dengan talak yang dijatuhkan pada waktu haid, maka hukumnya tidak 
sah.
26
 Penelitian Mursyid Djawas dan Muhammad Yahya lebih difokuskan 
pada pendapat para ulama terkait topik tersebut. Sedangkan dalam 
pembahasan penelitian penulis difokuskan mengenai pertimbangan Hakim 
dalam penetapan ikrar talak kepada istri dalam keadaan haid di Pengadilan 
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  Mursyid Djawas dan Muhammad Yahya, “Status Talak bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu 
Qayyim Al-Jauziyyah)”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, (Banda Aceh) Vol. 1 Nomor 1, 
2017, hlm. 21-22. 
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Agama Ngawi serta pandangan Istih{sa<n terhadap penetapan ikrar talak bid’i< 
di Pengadilan Agama Ngawi dan hanya fokus pada 1 (satu) objek putusan, 
yaitu putusan perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
Keempat, Jurnal al-ahka>m Ilmu Syari‟ah dan Hukum oleh Mahathir 
Muhammad Iqbal yang berjudul Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif 
Indonesia. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa teks fikih klasik Arab tak 
cukup memadai dalam mengatasi problematika-problematika lokal 
masyarakat Islam. karena itu, membutuhkan fikih yang berlandas tumpu pada 
kenyataan-kenyataan konkret yang berlangsung hari ini, di Indonesia ini. 
Fikih terbaik bukanlah fikih yang terus menerus bergerak mundur ke 
belakang, ke abad pertengahan, melainkan fikih yang berjalan ke depan, tentu 
dengan belajar banyak dari sejarah masa lalu.
27
 Penelitian Mahathir 
Muhammad Iqbal mengkonservasi fikih-fikih lama untuk 
mengembangkannya ke arah yang lebih baik dan disini penulis menggunakan 
tinjauan Istih{sa<n terhadap penetapan ikrar talak bid’i< di Pengadilan Agama 
Ngawi pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
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  Mahathir Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia”, Jurnal al-
Ahkam, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm. 19. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif literar 
atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. 
Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan melakukan 
pengkajian terhadap studi dokumen yakni menggunakan berbagai data 
sekunder atau bahan pustaka.
28
 Dimana penelitiannya dilakukan melalui 
studi kepustakaan atau studi dokumen dari berbagai referensi yang relevan 
sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian kepustakaan (library research)  sumber data yang 
digunakan adalah sumber data sekunder, yang berkaitan dengan masalah 
untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan.Yang 
mempunyai bahan hukum sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Yakni 
data yang berupa laporan tahunan perkara, Putusan Pengadilan Agama 
Ngawi  Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw tentang talak bid’i<. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin atau 
teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel 
ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. 
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  Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 39. 
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c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum 
Islam. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a.  Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, agenda. Seperti 
halnya salinan putusan Pengadilan Agama kota Ngawi pada Perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw dan dokumen lain yang berkaitan. 
Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber 
data, karena dalam banyak hal dokumentasi sebagai sumber data 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
29
 Wawancara yang dilakukan 
peneliti menggunakan tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara 
hanya dibuat sesuai garis besar yang akan dipertanyakan. Metode ini 
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  Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 
186. 
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digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail 
tentang pelaksanaan talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal 
ini yang diwawancari adalah Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang 
memutus Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw yaitu dengan Ketua 
Majelis Drs. Suwarto, M.H., Hakim Anggota DR. Drs. H. Mudzakkir, 
M.HI., dan dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Ngawi Drs. 
Khusnul Salim. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Menurut 
Bogden & Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong analisis 
data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 
apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.30 
 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam memberikan gambaran secara umum dan memudahkan 
bahasan, maka penulis menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
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  Ibid.,hlm. 248. 
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Bab I merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II merupakan landasan teori penelitian, yang berupa talak bid’i< 
dalam perspektif hukum Islam dan Istih{sa<n. 
Bab III merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang 
gambaran umum talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi dan pertimbangan 
Hakim dalam penetapan ikrar talak kepada istri dalam keadaan haid di 
Pengadilan Agama Ngawi pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
Bab IV bagian analisis mengenai pertimbangan Hakim dalam 
penetapan ikrar talak kepada istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama 
Ngawi pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw dan tinjauan Istih{sa<n 
terhadap penetapan ikrar talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi pada perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
Bab V, berisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran 
diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
21 
 
BAB II 
TALAK BID’I < DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ISTIH{SA<N 
 
A. Talak Dalam Perspektif Hukum Islam 
1. Pengertian Talak 
Talak dari kata “it{laq”, artinya melepaskan atau meninggalkan. 1 
Adapun arti talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian.
2
 
Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan 
ikatan (h}all al-aqaid) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan 
menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.
3
 Sayyid Sabiq 
mendefinisikan talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri 
hubungan suami istri.
4
 
Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang 
sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya pernikahan. 
                                                             
1
  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat…, hlm. 55. 
 
2
  Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 74. 
 
3
  Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2014), hlm. 207. 
 
4
  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, hlm. 3. 
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Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam juga 
kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan 
hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Padahal, betapa 
hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah 
kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang 
dapat menyamainya.
5
 
2. Dasar Hukum Talak 
Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang 
mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan h{adi<th Nabi 
Muhammad SAW, sebagai berikut: 
  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق ،ُوْنَع ُللها َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع ُضَغ َْبأ  ِلَلََْلْا َدْنِع
 ُقَلََّطلا ِوّللا  هاور(أجام نباو دواد وب وحّحصو وولسرإ تماح وبأ حّجرو مكالْا.) 
Artinya: 
Perbuatan halal yangdibenci oleh Allah adalah cerai.(H.R Abu Dawud 
dan Ibnu Majah. Hadis ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim 
menilainya hadis mursal).
6
 
 
Berdasarkan h{adi>th tersebut, menunjukkan bahwa perceraian 
merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami 
istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan 
keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti 
                                                             
5
  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat…, hlm. 55. 
 
6
  Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Marom dan Dalil-Dalil Hukum, terj. Asep M dan Abdullah Jinan, 
Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 470. 
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sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian 
diantara kedua belah pihak, baik melalui h{akam (arbitrator) dari kedua 
belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-
Qur‟an dan h{adi<th.7 
Berkaitan dengan perceraian, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 
ayat 229: 
 ِنَتَّرَم ُقَلََّطَلا
ىلص ٌكَسْمِاَفم ٌحِْيرْسَت َْوا ٍفْوُرَْعبِم ِناَسْحِِابىلق َّنُىْوُمُتْي ََتا آَّمِ اْوُذُخْأَت ْنَا ْمُكَل ُّلَِيَ َلاَو
 َّلاَا آَفَا َّيَّ َْنا َّلَِّا اًئْيَش ِوَّللا َدْوُدُح اَمْيُِقي ىلق ِوَّللا َدْوُدُح اَمْيُِقي َّلاا ْمُتْفِخ ْنِاَف لا َحاَنُج َلََف 
اَمْيِفاَمِهْيَلَع ِوِب ْتَدَت ْفا ىلق ُدْوُدُح َكِْلتاَىْوُدَتْع َت َلََف ِوَّللا ج ُمُى َكِئَلُواَف ِوَّللاَدْوُدُح َّدَع َتَّ ي ْنَمَو
 َنْوُمِلَّظلا. 
Artinya: 
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan 
dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu 
mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, 
kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan 
hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak 
mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa 
atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang 
siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.
8
 
 
Dalam suratal-Baqarah ayat 227 disebutkan: 
.ٌمْيِلَع ٌعْي َِسَ َوَّللا َّنِاَف َقَلََّطلا اوُمَزَع ْنِاَو 
 
 
                                                             
7
  Ibid. 
 
8
  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan..., hlm. 36. 
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Artinya: 
Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
9
 
 
3. Rukun dan Syarat Talak 
Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan padanya dan 
masing-masing unsur mesti pula memenuhi persyaratan tertentu, antara 
lain: 
a. Suami yang mentalak istrinya mestilah seseorang yang telah dewasa dan 
sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakannya itu adalah atas 
dasar kesadaran dan kesengajaannya. Dengan demikian talak yang 
dilakukan anak-anak, orang gila, orang terpaksa, dan orang yang 
tersalah dalam ucapannya tidak sah talak yang diucapkannya. 
b. Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum 
masih terikat perkawinan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu 
telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa 
‘iddahnya. Dalam keadaan begini hubungan perkawinannya masih 
dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak. Perempuan yang 
tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah 
diceraikannya dan habis pula masa ‘iddahnya tidak boleh ditalaknya; 
karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada. 
c. S{i<ghah atau ucapan talak yang dilakukan oleh si suami menggunakan 
lafaz talak, sarah atau lafaz lain yang semakna dengan itu. Atau 
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terjemahannya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan yang 
memutus hubungan pernikahan, seperti “cerai”. Dapat juga ucapan talak 
itu menggunakan ucapan yang tidak terus terang atau disebut juga 
kinayah, namun untuk itu dipersyaratkan niat dari si suami yang 
mengucapkannya.
10
 
d. Qas{du (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang 
dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk 
maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk 
talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah 
salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu 
kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: 
“ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.11 
4. Macam-macam Talak 
Dilihat dari pengaturannya, perceraian atau talak dibagi dua macam, 
yaitu: 
a. Talak Sunnah 
Yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syarak. Talak 
sunnah adalah suami yang menceraikan istri telah berhubungan dengan 
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  Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 
128. 
 
11
   Abdul Rahman Ghozali, Fiqh…, hlm. 204-205. 
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istri dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak 
menyentuhnya.
12
 
b. Talak Bid’i< 
Yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang 
diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak 
dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang dalam keadaan sedang 
haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah 
dicampuri.
13
 
Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi beberapa jenis: 
c. Talak Raj’i< 
Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri, 
bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. 
Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa 
‘iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.14 
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  Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman…, hlm. 334. 
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  Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia,2011), hlm. 193. 
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  Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh 
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d. Talak Ba’in 
Yaitu talak yang yang memutuskan, suami tidak memiliki hak untuk 
kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa ‘iddahnya.15 
Talak Ba’in terbagi menjadi dua macam, yaitu: 
1) Ba’in S{ughra<, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya 
jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya 
setelah habis masa ‘iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan 
akad pernikahan yang baru;  
2) Ba’in Kubra <, ialah talak tiga, baik sekali ucapan atau berturut-turut. 
Ba’in kubra < ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada 
istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya itu telah 
nikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula 
‘iddahnya.16 
Ditinjau dari segi ucapan talak terbagi menjadi dua yaitu: 
e. Talak Tanjiz 
Yaitu talak yang disebabkan pernyataan suami kepada istrinya bahwa 
mereka bercerai baik lisan maupun tulisan secara sengaja.
17
 Contohnya 
perkataan seorang suami terhadap istrinya, “Aku talak kamu”. Hukum 
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  Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman…, hlm. 337. 
 
16
  Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar…, hlm. 131. 
 
17
  Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 
138. 
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talak yang seperti ini adalah sah jika dijatuhkan oleh suami yang berhak 
menjatuhkan talak kepada istri yang boleh ditalak.
18
 
f. Talak Ta’liq 
Yaitu suami mengucapkan kata-kata talak yang digantungkan pada 
suatu hal atau bersyarat. Misalnya, suami berkata, “jika engkau 
(istrinya) pergi ke tempat hiburan itu lagi, maka jatuhlah talakku!”. Jika 
istrinya tetap pergi ke tempat hiburan itu, maka istrinya otomatis telah 
jatuh cerainya.
19
 
Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak, 
dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
g. Talak Mubasyir 
Yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang 
menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil. 
h. Talak Tawkil 
Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, 
tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. 
5. Hukum Talak 
Jumhur ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat 
paling kuat adalah yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, 
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  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, hlm. 29. 
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  Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan…, hlm. 138. 
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kecuali dalam keadaan mendesak.
20
 Hukum talak ada kalanya wajib, 
sebagaimana talaknya suami bersumpah ila’ yang tidak ada maksud 
menggauli lagi. Sunah atau Mandub, sebagaimana bagi suami yang tidak 
mampu memenuhi hak-hak istrinya walaupun karena tidak ada 
kecenderungan hati kepadanya. Haram, sebagaimana talak bid’i< yaitu talak 
istri yang pernah disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu semacam haid 
dengan tanpa ada tebusan dari istri tersebut atau pada waktu suci yang 
disetubuhi dalam suci ini. Makruh, yaitu dalam keadaan selain semua yang 
tersebut di atas.
21
 Kemudian mubah, adalah talak karena hajat seperti 
akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan 
merugikan.
22
 
 
B. Ketentuan Talak Bid’i 
Talak Bid’i> adalah talakyang berbeda dengan yang disyariatkan; 
seakan-akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata atau ia 
menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia 
berkata: “engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai”. Atau juga ia 
menceraikan waktu haid dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah 
                                                             
20
  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, hlm. 3. 
 
21
  Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu‟in…, hlm. 135-136. 
 
22
  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, 
Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 260. 
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berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bid’i> haram, 
sedangkan orang yang melakukannya berdosa.
23
 
Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak bid’i> itu, 
yaitu: 
1. Pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, Imam Maliki, dan Imam 
Hambali menyatakan bahwa talak bid’i> walaupun talaknya haram, tetapi 
hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunah untuk merujuknya 
lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi‟i. Adapun 
menurut Imam Maliki hukum merujuknya justru wajib. 
2. Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, mereka menolak 
memasukkan talak bid’i> dalam pengertian talak pada umumnya, kerena 
talak bid’i> bukan talak yang diizinkan oleh Allah SWT, bahkan 
diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkannya.
24
 
Jumhur ulama berpendapat talak ini sah dengan alasan: 
1. Talak bid’i> tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat 
talak pada umumnya. 
2. Penjelasan terus terang dari Ibnu „Umar sewaktu ia mentalak istrinya ketika 
haid. Lalu Rasulullah SAW menyuruh dia merujuknya. H{adi>th yang 
dimaksud adalah: 
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  Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman…, hlm. 336. 
 
24
  H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 240. 
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 ٍكِلاَم ْنَع َيَْيَ ِنَِث َّدَح ُوََتَأرِْما َقََّلط ٍرْمَع ِنْب ِوّللاَدْبَع َّنَأ ٍعِفَان ْنَع ِدْهَع ىَلَع ٌضِئاَح َيِىَو
 ِوّللا ِلْوُسَر  َق َف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص ِوّللا َلْوُسَر ِباَّطَْلْا ِنْب ُرَمُع َلا وّللا ىَّلَص  َمَّلَسَو ِوْيَلَع
 َر ُيْل َف ُهْرُم َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص ِوّللا َلْوُسَر َلاَق َف َكِلَذ ْنَع َُّثُ اَهْعِجا َُّثُ َرُهْطَت َّتََّح اَهْكِسُْيُ
 َضْيَِتَ  َرُهْطَت َُّثُ َش ْنِإَو ُدْع َب َكَسَْمأ َءاَش ْنِإ َُّثُ َقََّلط َءا َرََمأ ِتََّّلا ُةَّدِعْلا َكْلِتَف َّسََيُ ْنَأ َلْب َق
 ُوّللا .)ملسم هاور( َءاَسِّنلا َاَلَ َقََّلُطي ْنَأ 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi‟, 
bahwasannya Abdullah bin „Umar menceraikan istrinya, dalam keadaan 
haid pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu „Umar bin al-Khatab 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau berkata kepada „Umar 
al-Khatab: “kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, 
kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya jika kamu mau tahanlah 
dia dan jika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu 
menyentuhnya. Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam 
menceraikan istri”. (H.R Muslim).25 
 
Kemudian sebagian ulama mengatakan talak itu tidak sah dengan 
alasan bahwa talak bid’i> bukanlah talak pada umumnya sebab talak ini tidak 
diizinkan oleh Allah SWT bahkan diperintahkan untuk meninggalkannya. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-T{alaq: 1 yang berbunyi: 
 َة َّدِعْلااوُصْحَاَو َّنِِتِ َّدِعِل َّنُىْوُقَِّلطَف َءآَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِا ُّبَِّنلااَهُّ يََآي
 ج ْمُكَّبَر َوَّللا اوُقَّ تاَو ج َّنُىْوُِجرُْتَُلا
 ْنِمم َّنِِتِْو ُي ُب  ٍةَنِّ ي َبُّم ٍةَشِح اَفِب َْيِْتْأَّي َْناّلَِّا َنْجُرَْيََلاَو
 ىلق ِوَّللاُدْوُدُح َكِْلتَو يلق َّي ْنَمَو َّدَع َت ِوَّللاَدْوُدُح 
 ْدَق َف ُوَسْف َن َمََلظ يلقاًرَْما َكِلَذ َدْع َب ُثِدُْيَ َوَّللا َّلَعَل ِْيرْدَتَلا  . 
Artinya: 
Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah 
(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. 
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  Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al Ilmiyah), hlm. 1093. 
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Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, 
maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang 
baru.
26
 
Yang termasuk talak bid’i> adalah sebagai berikut: 
1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid 
(menstruasi). 
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, 
tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci 
tersebut.
27
 
 
C. Istih{sa<n 
1. Pengertian Istih{sa<n 
Secara etimologis Istih{sa<n ()ناسحتسا  berarti “memperhitungkan 
sesuatu lebih baik,” atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “ mengikuti 
sesuatu yang lebih baik”, atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, 
karena memang disuruh untuk itu”. Adapun pengertian Istih{sa<n secara 
istilahi, ada beberapa definisi “Istih{sa<n” yang dirumuskan ulama usul. 
Diantara definisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik 
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  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan…, hlm. 558. 
 
27
  H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih…, hlm. 239. 
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pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun 
diantaranya ada yang diperselisihkan dalam pengalamannya.
28
 
Menurut Ibnu Subki sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, 
Istih{sa<n adalah sebagai berikut: 
 ُدُع                                                        ُوْنِم ىَو َْقا ٍساَيِق َلَِا ٍساَيِق ْنَع ٌلْو  
Artinya: 
Beralih dari penggunaan suatu qiya>s kepada qiya>s lain yang lebih kuat 
daripadanya (qiya>s pertama). 
 ِنَع ٌلْوُدَع                                                       ِةَحَلْصِمِْلل ِةَداَعْلا َلَِا ِلِْيل َّدلا  
Artinya: 
Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu 
kemaslahatan.
29
 
Abdul Wahab Khallaf juga mengemukakan pula pendapatnya 
sebagaimana yang dikutip oleh Zarkasji Abdul Salam dan Oman 
Fathurohman bahwa Istih{sa<n menurut ahli usul fikih ialah: 
 ُلْوُدُعَْلا َع ٍمْكُح ْن  ٌلِْيلَد ُهاَضَت ِْقا  يِعْرَش  ْيِف ٍةَعِقاَو ِل اَهْ يِفَرَخآ ٍمْكُحىَلِإ ِعْرَش ٍلِْيلَد َذَى ىَضَت ِْقا ٍّيا 
                                                  ُلْوُدُعْلا 
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  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 347. 
 
29
  Ibid. 
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Artinya: 
Beralih dari satu hukum mengenai satu masalah yang ditetapkan oleh dalil 
syarak kepada hukum lain (dalam masalah itu), karena adanya dalil 
syarak yang menghendaki demikian.
30
 
2. Pembagian Istih{sa<n 
a. Istih{sa<n qiya>si 
Terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu 
dari dua bentuk qiya>s, yaitu qiya>s jali< dan qiya>s kafi<. Seperti telah 
dijelaskan kedua istilah tersebut pada pembagian qiya>s, dan pada 
dasarnya bila dilihat dari kejelasan ‘illat-nya maka qiya>s jali< lebih 
pantas didahulukan atas qiya>s kafi<.31 
b. Istih{sa<n Istisnaiy 
Istih{sa<n jenis ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: 
1) Istih{sa<n bin-nas 
Yaitu hukum pengecualian berdasarkan nas (al-Qur‟an atau sunah) 
dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus 
serupa. Contohnya, menurut kaidah umum makan dalam keadaan 
lupa disiang hari Ramadhan merusak puasa seseorang karena telah 
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  Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh, (Yogyakarta: 
Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 114. 
 
31
  Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 143. 
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rusak rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang 
membatalkan puasa) disiang harinya. Namun, hadis Rasulullah 
menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa disiang hari 
Ramadhan tidak membatalkan puasa. 
2) Istih{sa<n Berlandaskan Ijmak 
Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaidah umum 
praktik seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan 
akad pesanan, barang yang akan dijual belikan tersebut belum ada. 
Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak 
seorangpun ulama yang membantah keberlakuannya dalam 
masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati (ijmak). 
3) Istih{sa<n yang Berlandaskan ‘Urf (adat kebiasaan) 
Misalnya, boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku dan 
perkakas alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, 
Abdul Karim Zaidan mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh 
Satria Effendi, bahwa wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang 
bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar 
kebolehan mewakafkan benda bergerak itu hanya adat kebiasaan di 
berbagai Negeri yang membolehkan praktik wakaf tersebut. 
4) Istih{sa<n yang didasarkan atas Mas{lah{ah Mursalah 
36 
 
 
 
Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah 
jika peralatan rumah itu ada yang rusak di tangannya kecuali jika 
kerusakan itu disebabkan bencana alam yang di luar kemampuan 
manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang 
penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak 
selama ia menghuni rumah itu kecuali jika keusakan itu disebabkan 
kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah 
dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, 
maka kebanyakan ahli fikih berfatwa untuk membebankan ganti rugi 
atas pihak tersebut.
32
 
3. Dasar Berlakunya Istih{sa<n 
Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya Istih{sa<n dipakai 
sebagai hujah (alasan) hukum. 
a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Istih{sa<n boleh dipakai sebagai 
hujah dengan alasan firman Allah yang berbunyi: 
 َو َنَسْحَا آْوُعِبَّت                       ...ْمُكْيَِلا َِلزُْنا آَم 
Artinya: 
Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (al-
Qur‟an)....33 
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  Ibid.,hlm. 144-145. 
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  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan…, hlm. 464. 
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b. Golongan Syafi‟iyah menolak Istih{sa<n sebagai hujah hukum dengan 
alasan-alasan: 
1) Kita diperintahkan hanya taat kepada Allah dan Rasul, dan hal ini al-
Qur‟an dan hadis. Sedangkan Istih{sa<n bukan al-Qur‟an dan bukan 
pula hadis. Karena itu, tidaklah dapat dipakai sebagai hujah. 
2) Syariat adalah nas atau kandungan nas, sedang Istih{sa<n bukanlah nas 
dan bukan pula kandungan nas. 
3) Nabi bersabda bukanlah dengan dasar Istih{sa<n dirinya, yakni bukan 
karena pribadinya menganggap baik, sebab Nabi tidak berbicara 
menurut kehendak dirinya,
34
 seperti firman Allah yang berbunyi: 
                                                                   اََوْلَا ِنَع ُقِطْن َي اَمَو 
Artinya: 
Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur‟an) menurut 
keinginannya.
35
 
4) Nabi menyalahkan sahabat ber- Istih{sa<n, seperti sahabat yang 
membunuh musuh yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, 
karena dianggap bahwa ucapan itu karena didorong rasa takut 
terhadap pedangnya sahabat. 
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  H. A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 
159. 
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  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan…, hlm. 526. 
38 
 
 
 
5) Mujtahid yang telah memakai Istih{sa<n adalah orang yang 
menggunakan akal/ratio semata. Jika yang demikian diperbolehkan, 
tentu orang yang tidak mengerti Qur‟an dan hadis boleh menjadi 
mujtahid.
36
 
c. Golongan Malikiyah 
Menurut Asy-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat Syafe‟i, 
bahwa sesungguhnya Istih{sa<n itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum 
sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu 
pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan 
menggunakan Istih{sa<n.37 
d. Golongan Hanabilah 
Dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah 
mengakui adanya Istih{sa<n, sebagaimana dikatakan oleh Imam Amudi 
dan Ibnu Hazib. Akan tetapi, al-Jalal al-Mahalli dalam kitab Syarh al-
Jam’ al-Jawami’ mengatakan bahwa Istih{sa<n itu diakui oleh Abu 
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  Basiq Djalil, Ilmu Ushul..., hlm. 159. 
 
37
  Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul..., hlm. 112. 
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Hanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya termasuk di dalamnya 
golongan Hanabilah.
38
 
Bila dilacak dasar perumusan dan akar sejarah munculnya Istih{sa<n 
sebagai dalil hukum adalah berawal dari persoalan qiya>s. Qiya>s sebagai 
salah satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat 
diterapkan, karena salah satu dari unsur rukunnya yaitu, ilat tidak 
memenuhi syarat. Dengan kata lain, ilat qiya>s yang akan dijadikan sebagai 
panutan atau penyamaan hukum bagi persoalan tertentu itu tidak dapat 
diterapkan, karena tidak sebanding. Oleh karena itu, harus diselesaikan 
dengan cara lain yang lebih mendekati tujuan syarak.
39
 
Dasar pemikiran dan perumusan Istih{sa<n seperti itu, yang kemudian 
diangkat sebagai salah satu dalil hukum. Pada mulanya dimunculkan oleh 
Imam Abu Hanifah dan kalangan para pengikutnya. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya‟ban dan dikutip oleh Romli SA, bahwa di 
kalangan mazhab Hanafi banyak persoalan-persoalan hukum fikih yang 
ditetapkan berdasarkan Istih{sa<n.40 
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  Romli SA, Studi Perbandingan..., hlm. 196. 
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  Ibid.,hlm. 196-197. 
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Imam Syafi‟i memang menolak dengan keras jenis Istih{sa<n dalam 
bentuk yang kontroversi, tetapi Istih{sa<n yang lainnya tidak ditolaknya, 
bahkan ia pun menggunakan Istih{sa<n seperti dalam masalah bersumpah 
dengan menggunakan mushaf (al-Qur‟an); membuat akta (keterangan 
tertulis) pada waktu penebusan bagi kemerdekaan seseorang hamba 
(katabah), dan begitu pula menetapkan kewajiban mutah sebanyak 30 
dirham. 
Perselisihan para ulama mengenai kehujahan dan kebolehan Istih{sa<n 
dijadikan sebagai jalan ijtihad ini. Sebenarnya terletak pada prbedaan 
mereka dalam memberikan batasan terhadap Istih{sa<n itu sendiri, jadi bukan 
pada operasionalnya dalam menetapkan hukum berdasarkan Istih{sa<n. Jika 
Istih{sa<n diberi batasan sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah 
atau ulama Malikiyah, maka sebenarnya ulama Syafi‟iyah menggunakan 
cara mengistinbatkan hukum seperti itu. Segolongan ulama berpedapat 
bahwa Istih{sa<n bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi memerlukan dan 
berpokok pangkal pada dalil syar’i lain.41 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGAWI DAN DESKRIPSI 
PERKARA NOMOR 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ngawi 
Kabupaten Ngawi adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. 
Nama Ngawi berasal dari kata “awi” atau “bambu” yang selanjutnya mendapat 
tambahan huruf sengau “ng” menjadi “Ngawi”. Apabila diperhatikan, di 
Indonesia khususnya Jawa, banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang 
dikaitkan dengan flora, seperti: Ciawi, Waringin Pitu, Pelem, Pakis, Manggis, 
dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan Ngawi yang berasal dari “awi” 
menunjukkan suatu tempat yaitu sekitar pinggir “Bengawan Solo” dan 
“Bengawan Madiun” yang banyak tumbuh pohon “awi”. Tumbuhan “awi” atau 
“bambu” mempunyai arti yang sangat bernilai. Dalam kehidupan sehari-hari 
bambu bagi masyarakat desa mempunyai peranan penting apalagi dalam masa 
pembangunan ini. “awi” atau “bambu” dalam perjuangan kemerdekaan Republik 
Indonesia mempunyai nilai sejarah, yaitu dalam bentuk “bambu runcing” yang 
menjadi salah satu senjata untuk melawan dan mengusir penjajah yang ternyata 
senjata dari “bambu” ini ditakuti dari pihak lawan (digambarkan yang “terkena” 
akan menderita sakit cukup lama dan ngeri). 
42 
 
 
 
Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini ada juga 
“bambu runcing” yang dikenal dan disebut dengan “Geranggang Parakan”. 
Dengan demikian jelaslah bahwa “Ngawi” berasal dari “awi” atau “bambu”, 
sekaligus menunjukkan lokasi Ngawi sebagai “desa” di pinggir Bengawan 
Solo dan Bengawan Madiun. Berdasarkan penelitian benda-benda kuno, 
menunjukkan bahwa di Ngawi telah berlangsung suatu aktifitas keagamaan 
sejak pemerintahan Airlangga dan rupanya masih tetap bertahan hingga masa 
akhir pemerintahan Raja Majapahit. Fragmen-fragmen Percandian 
menunjukkan sifat kesiwaan yang erat hubungannya dengan pemujaaan 
Gunung Lawu (Girindra), namun dalam perjalanan selanjutnya terjadi 
pergeseran oleh pengaruh masuknya agama Islam serta kebudayaan yang 
dibawa Bangsa Eropa khususnya Belanda yang cukup lama menguasai 
pemerintahan di Indonesia, di samping itu Ngawi sejak jaman prasejarah 
mempunyai peranan penting dalam lalu lintas (memiliki posisi Geostrategis 
yang sangat penting). 
Sedangkan Pengadilan Agama Ngawi dibentuk berdasarkan stbl. 1882 
Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan 
berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan-penambahan dengan stbl 
1937 Nomor: 610). Adapun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan 
Agama Ngawi adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan 
sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai 
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dengan Tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama Priesterraad 
Organisation, administrative dan finansial berada dibawah  Departemen 
Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada masa pendudukan Jepang (1942-
1945), dengan nama Sooryo Hooin dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, 
masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 
dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah Departemen Kehakiman 
dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama 
(Ditbinbapera). Adapun tehnis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi 
Agama Cabang Surabaya dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang 
Surabaya.  
Pengadilan Agama Ngawi adalah Pengadilan Agama tingkat pertama 
yang secara organisasi atau struktur atau finansial berada di bawah kekuasaan 
Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama itu menangani masalah 
hukum perdata di Kabupaten Ngawi. Sesuai dengan keberadaannya, maka 
lembaga Pengadilan Agama itu harus mampu melayani kebutuhan masyarakat 
dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan. Pengadilan 
Agama Ngawi terletak di Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi 
Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas 
wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km2. Secara geografis Kabupaten 
Ngawi terletak pada posisi 7
o21’-7o31’ Lintang Selatan dan 110o10’-111o40’ 
Bujur Timur. 
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Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut: 
o Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi Jawa 
Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro. 
o Sebelah Timur: Kabupaten Madiun. 
o Sebelah Selatan: Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. 
o Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi 
Jawa Tengah). 
Wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, sama dengan wilayah 
pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu terdiri dari 19 Kecamatan.  Berikut nama-
nama 19 Kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi: 
1. Kecamatan Bringin 
2. Kecamatan Geneng 
3. Kecamatan Jogorogo 
4. Kecamatan Karangjati 
5. Kecamatan Kedunggalar 
6. Kecamatan Kendal 
7. Kecamatan Kwadungan 
8. Kecamatan Mantingan 
9. Kecamatan Ngawi 
10. Kecamatan Ngrambe 
11. Kecamatan Padas 
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12. Kecamatan Pangkur 
13. Kecamatan Paron 
14. Kecamatan Pitu 
15. Kecamatan Sine 
16. Kecamatan Widodaren 
17. Kecamatan Karanganyar 
18. Kecamatan Kasreman 
19. Kecamatan Gerih 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2019 ialah 
sebagai berikut:
1
 
Ketua      : Drs. Muslim, S.H., M.H. 
Wakil Ketua     : - 
Hakim       : Drs. Suwarto, M.H. 
            Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. 
            Drs. Muntasir, M.HP. 
            Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H. 
Panitera     : Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES. 
                                                             
       
1
  Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Ngawi, Online, http://web.pa-ngawi.go.id, diakses 22 
September 2019. 
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Sekretaris     : Sutji Eny Lestari, S.H. 
Panmud Permohonan    : - 
Staff Panmud Permohonan   : Sudarminto 
Panmud Gugatan    : Hj. Inatun, S.H. 
Staff Panmud Gugatan   : Sofatu Rosidah 
          Siddiq Nur Iman 
          Ariyanto Saputro, A.Md. 
Panmud Hukum    : Hidayat Mursito, S.H. 
Staff Panmud Hukum    : Rubani 
          Alif Syarifudin, S.H. 
          Dandy Murtadlo 
Kasub Bag Perencanaan, IT, dan Pelaporan : Agus Widyanto, S.HI. 
Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala  : M. Ali Qoyiymuddin, S.HI. 
Staff Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala : Santosa Budi Raharjo, A.Md. 
Kasub Bag Umum dan Keuangan  : Wakid Ariyadi, S.Sos., S.H. 
Staff Kasub Bag Umum dan Keuangan : Berti Yussi Ekasari, A.Md. 
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        H. Umbar Muchsid 
        M. Anas Zainur R, S.Kom 
        Sudarsono 
Panitera Pengganti    : Sutopo, S.H. 
        Khoirurrozi, S.Sy. 
        Ahmad Atas Muhrof, S.HI. 
        Abdul Jamil, S.HI. 
        R. Bastuti Ridwan, S.Ag. 
        Eko Wahyuni, S.H. 
Jurusita/Jurusita Pengganti   : Berti Yussi Ekasari, A.Md. 
        Inatun, S.H. 
        Ridwan, S.H. 
        Sutopo, S.H. 
        Khoirurrozi, S.Sy. 
        Agus Widyanto, S.HI. 
        Sofatu Rosidah 
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        Sumadi, S.H. 
Pranata Peradilan    : - 
Arsiparis     : - 
Pustakawan     : - 
Pranata Komputer    : - 
Bendahara     : Berti Yussi Ekasari, A.Md. 
Perkara talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi tidak didata secara 
khusus, ada yang minta ditunda pengucapan ikrar talak karena istri dalam 
keadaan haid, dan ada ikrar yang diucapkan pada saat istri sedang haid. 
Terjadinya ikrar talak dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Ngawi 
ditetapkan dengan Nomor Perkara 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. Dalam 
pelaksanaannya, putusan dalam permohonan talak, Pengadilan memberi izin 
kepada suami untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap istrinya di hadapan 
sidang Pengadilan Agama. Sifat putusannya declaratoir,
2
 setelah putusannya 
berkekuatan hukum tetap, Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang ikrar 
talak dan memerintahkan juru sita atau juru sita pengganti untuk memanggil 
                                                             
       
2
  Putusan Declaratoir adalah pernyataan Hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. 
Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan 
pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya putusan yang menyatakan 
ikatan perkawinan yang sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah 
atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara 
adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya, lihat: 
https://m.hukumonline.com, diakses 24 September 2019. 
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suami dan istri untuk hadir di sidang kesaksian ikrar talak yang waktunya 
telah ditetapkan Ketua Majelis. Keadaan suci atau haid bagi istri yang akan 
dijatuhi talak tidak masuk dalam pertimbangan hukum atau masuk putusan, 
keadaan itu di luar jangkauan litigasi,
3
 hanya saja jika keadaan istri ketika 
akan dijatuhi talak itu seperti apa, hakikatnya untuk memulai menghitung 
masa ‘iddah.4 
 
B. Deskripsi Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw 
Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa Hakim penulis 
mendapatkan data tentang putusan  Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw  yaitu 
pelaksanaan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan haid. Pada perkara 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh 
Pemohon
5
 seorang laki-laki berusia 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal 
di Kabupaten Ngawi melawan Termohon
6
 seorang wanita berusia 31 tahun, 
agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Perkara tersebut muncul 
                                                             
       3  Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi 
secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan 
menghindari permasalahan yang tidak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah 
hukum melalui jalur Pengadilan, lihat: https://komisiinformasi.bantenprov.go.id, diakses 24 September 
2019. 
 
       
4
  Mudzakkir, Hakim Pengadilan Agama Ngawi, Wawancara Pribadi, 10 April 2019, jam 09.00-
10.00 WIB. 
 
       
5
  Penulisan nama ditulis dengan istilah Pemohon guna menjaga privasi dari Pemohon. 
 
       
6
  Penulisan nama ditulis dengan istilah Termohon guna menjaga privasi dari Termohon. 
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setelah Pemohon dengan membawa surat permohonannya tertanggal 15 
Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi 
di bawah Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw  mengemukakan hal-hal yang 
pada pokoknya seperti berikut:
7
 
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli Tahun 2015 telah dilangsungkan 
perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut 
hukum yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan 
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten 
Bantul sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No:  /2015, bertepatan 
dengan 24 Ramadhan 1436 H; 
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan 
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah 
tangga yang sakinah, ,mawadah,warahmah yang diridhoi Allah SWT; 
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 
kediaman orang tua Pemohon, Kabupaten Ngawi; 
- Bahwa di awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik-
baik saja seperti yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, walaupun 
sesekali ada percekcokan, namun masih dalam batas-batas kewajaran; 
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul 
sebagaimana layaknya suami-isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 
(satu) orang anak yang bernama: Anak I,
8
 perempuan berumur 2 (dua) 
tahun; 
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon 
dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon 
sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang penyebabya karena 
Termohon selalu bersikap dan berperilaku kasar kepada Pemohon, 
Termohon tidak lagi bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan 
kepala rumah tangga; 
- Bahwa Pemohon sudah berusaha bekerja keras dan bertanggung jawab 
memberikan nafkah lahir/ekonomi kepada Termohon; 
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus-
menerus hingga puncaknya terjadi pada tanggal 06 Juni Tahun 2018 
Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, dan akibat dari pertengkaran 
tersebut Pemohon akhirnya memilih keluar dari rumah dan tinggal di 
rumah kos; 
                                                             
       
7
  Posita dan Petitum Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw tanggal 15 Oktober 2018. 
 
       
8
  Penulisan nama ditulis dengan istilah Anak I guna menjaga privasi dari Anak I. 
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- Bahwa dari sejak tanggal 06 Juni Tahun 2018 sampai dengan Permohonan 
Cerai Talak ini Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Ngawi, sudah 
kurang lebih 4 (empat) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak 
pernah lagi menjalin komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya 
suami istri; 
- Bahwa Pemohon sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk 
melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon 
bermaksud menceraikan Termohon. 
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara 
Pemohon dan Termohon sebagaiman yang diuraikan diatas sudah sulit 
dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, 
sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, sehingga lebih baik 
diputus karena peceraian. 
Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon 
memohon kepada Pengadilan Agama Ngawi yang amarnya sebagai berikut; 
PRIMAIR: 
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon; 
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 
kepada Termohon; 
- Membebankan biaya perkara menurut hukum. 
 
SUBSIDAIR: 
Atau apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang 
seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak  
dan juga diadakan mediasi akan tetapi tidak berhasil. Kemudian atas 
permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara 
tertulis, yaitu Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali 
terhadap hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Termohon 
dalam jawabannya. Termohon tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon 
terkait bulan Mei Tahun 2016 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan 
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Termohon mulai goyah. Termohon merasa selalu bersikap dan berperilaku 
selayaknya seorang istri yang setia dan hormat terhadap Pemohon dan 
Pemohon yang selama ini tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri. 
Tanggal 08 Juli Tahun 2018 terjadi pertengkaran karena Termohon pulang 
larut malam dan Termohon merusak barang dan adanya WIL (wanita idaman 
lain). Setelah itu  tanggal 10 Juli 2018 Termohon pulang ke rumah orang tua 
Jogjakarta guna menenangkan diri. Komunikasi terus berlanjut dan Pemohon 
juga sering menanyakan kabar anak, namun mulai tanggal 02 Oktober Tahun 
2018 Pemohon memutus komunikasi dengan Termohon dan anakya, sehingga 
Termohon harus mengurus kebutuhan dengan anaknya sendirian. Termohon 
hidup tanpa memiliki pemasukan apapun karena selama ini kebutuhan 
Pemohon dan Termohon bergantung pada hasil panen sawah milik Pemohon 
serta Termohon sudah tidak lagi berjualan es yang dititip di warung-warung. 
Termohon berusaha keras untuk tetap setia dan mempertahankan rumah 
tangganya dengan Pemohon, mengingat rasa cinta dan kasih sayang kepada 
Pemohon yang amat dalam serta mengingat tumbuh kembang sikologis anak 
semata wayang Pemohon dan Termohon. Termohon juga tidak menginginkan 
serta keberatan jika Pemohon diberikan izin untuk mengucapakan ikrar talak 
satu raj’i atas dirinya kepada Termohon. 
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Bahwa berdasarakan alasan-alasan tersebut Termohon memohon 
kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi berkenan memberikan 
putusan sebagai berikut:
9
 
- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya; 
- Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat 
diterima; 
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 
perkara ini. 
 
SUBSIPAIR: 
 Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 
aequo et bono). 
Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan akan 
menambah jawaban secara lisan yaitu apabila Pemohon tetap bersikukuh ingin 
menceraikan Termohon, Termohon menyatakan akan menuntut: 
- Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000;- (Tiga Juta Rupiah) 
sampai anak tersebut dewasa; 
- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000;- (Tiga Juta Rupiah); 
- Mut’ah sebesar Rp. 4.000.000;- (Empat Juta Rupiah). 
 
Bahwa mengenai replik maupun duplik dalam perkara Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon 
tetap pada permohonannya masing-masing. Yang menjelaskan bahwa 
terhadap jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 
menyampaikan replik dalam konpensi menolak konpensi Termohon untuk 
                                                             
       
9
  Petitum Gugatan Balik dalam Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
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seluruhnya, dalam konpensi tetap pada permohonannya. Sedangkan untuk 
jawaban rekonpensi, menolak permohonan rekonpensi untuk seluruhnya.
10
 
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 
mengajukan bukti-bukti berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk An 
Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi 
yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai 
cukup diberi kode P.1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul yang telah dicocokkan 
dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.2.
11
 
Selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi 
dimana kedua saksi yang telah dihadirkan Pemohon menerangkan bahwa 
saksi-saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi I 
menyatakan bahwa Saksi I mengetahui pernikahan antara Pemohon dan 
Termohon. Saksi I juga mengetahui semula Pemohon dengan Termohon telah 
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak 
perempuan yang berumur 2 tahun. Kemudian mengetahui Pemohon dan 
Termohon sering bercekcok yaitu disebabkan oleh Termohon selalu bersikap 
kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Saksi I mengetahui 
Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 4 bulan hidup berpisah selama 
                                                             
       
10
  Replik dan Duplik dalam Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
 
       
11
  Pembuktian Pemohon dalam Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
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itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin. Saksi I berusaha 
menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan 
tetapi tidak berhasil. 
Saksi II menyatakan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon 
adalah suami istri yang sah, mengetahui semula Pemohon dengan Termohon 
telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan dikaruniai 1 anak perempuan 
yang berumur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon. Saksi II 
mengetahui Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 4 bulan hidup 
berpisah dimana Pemohon pergi dari rumah dan kos yang selama itu sudah 
tidak ada hubungan lahir maupun batin.  
 
C. Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw 
Berdasarkan data penelitian dari putusan Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw dalam perkara Cerai Talak Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Ngawi mengemukakan bahwa benar Pemohon dengan 
Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat 
nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. 
Semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan 
harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei Tahun 2016 antara Pemohon dengan 
Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 
karena Termohon selalu bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon 
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sebagai suami atau kepala rumah tangga. Kemudian Pemohon dan Termohon 
kurang lebih selama 4 bulan hidup berpisah selama itu sudah tidak ada 
hubungan lagi baik lahir maupun batin. Dari pihak keluarga telah berusaha 
merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. 
 Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian dan 
alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif, oleh karena itu meskipun 
Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon, maka terhadap Pemohon 
dibebankan pembuktian.
12
 Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai 
dengan aslinya dan bermeterai  cukup yaitu (P.1) dan (P.2) yang merupakan 
bukti yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi 
Pengadilan Agama Ngawi dan bukti autentik yang mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat. 
Berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah 
tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan pernikahan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak 
tercapai oleh karena itu perceraian adalah alternatif terbaik bagi keduanya. 
                                                             
       
12
  Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw. 
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Amar putusan dengan Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw yang pada 
pokoknya berisi sebagai berikut:
13
 
DALAM KONPENSI: 
- Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi; 
- Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Pemohon Konpensi) untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konpensi (Termohon 
Konpensi) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi. 
 
DALAM REKONPENSI: 
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi; 
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar 
nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat 
Rekonpensi/ Termohon Konpensi; 
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar 
mut’ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat 
Rekonpensi/ Termohon Konpensi; 
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk memberikan 
nafkah anak bernama Anak 1 setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu 
juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut 
dewasa/ mandiri. 
 
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: 
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi sebesar Rp. 
571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 
                                                             
       
13
  Amar Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw tanggal 25 
Februari 2019. 
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BAB IV 
ANALISIS PENETAPAN TALAK BID’I < PADA PERKARA NOMOR 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw 
 
A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Ikrar Talak Kepada Istri dalam 
Keadaan Haid di Pengadilan Agama Ngawi Pada Perkara Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw 
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa putusan 
Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw merupakan 
perkara Cerai Talak, yang kemudian pada saat Pemohon mengikrarkan talak, 
Termohon dalam keadaan haid atau disebut talak bid’i<. 
Berkaitan dengan talak, Allah berfirman dalam surat at-T{alaq: 1 yang 
berbunyi: 
 َة َّدِعْلااوُصْحَاَو َّنِِتِ َّدِعِل َّنُىْوُقَِّلطَف َءآَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِا ُّبَِّنلااَهُّ يََآي
 ج َوَّللا اوُقَّ تاَو ْمُكَّبَر ج َّنُىْوُِجرُْتَُلا
 ْنِمم ٍةَنِّ ي َب ُّم ٍةَشِح اَفِب َْيِْتْأَّي ْنَاّلِّا َنْجُرَْيََلاَو َّنِِتِْو ُي ُب
 ىلق ِوَّللاُدْوُدُح َكِْلتَو يلق َّي ْنَمَو ِوَّللاَدْوُدُح َّدَع َت 
 ْدَق َف ُوَسْف َن َمََلظ يلق َْما َكِلَذ َدْع َب ُثِدُْيَ َوَّللا َّلَعَل ِْيرْدَتَلااًر. 
Artinya: 
Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah 
(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. 
Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, 
maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang 
baru.
1 
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  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan…, hlm. 558. 
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Dari ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi untuk menalak istri-
istrinya pada waktu mereka dapat menghadapi masa ‘iddahnya dengan wajar, 
yakni dalam keadaan suci untuk memudahkan dalam penghitungannya. Jika 
talak dijatuhkan pada masa haid atau nifas, akan memperlama masa ‘iddah 
sang istri. 
Talak bid’i< sendiri diartikan sebagai talak yang menyalahi ketentuan 
agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu 
bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang dalam 
keadaan sedang haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah 
dicampuri.
2
 Mengenai talak bid’i< tersebut jika seorang wanita ditalak dalam 
keadaan haid, pada saat itu dia tidak dalam keadaan bisa menerima ‘iddah 
sehingga  berakibat pada lamanya ‘iddah yang akan dijalani. Hal itu karena 
masa-masa ketika dia haid tidak dihitung sebagai masa ‘iddah sehingga pada 
akhirnya akan merugikannya. Begitu juga, jika suami menjatuhkan talak 
kepadanya, sedangkan dia sudah menyetubuhinya, maka ketika itu sang istri 
tidak tahu apakah dia hamil atau tidak, kemudian juga tidak tahu ‘iddah apa 
yang harus dijalani, apakah dengan tiga kali quru’ ataukah sampai melahirkan 
kandungannya.
3
 Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diartikan dengan 
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  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat…, hlm. 74. 
 
       
3
  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, hlm. 33-34. 
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quru’ tetapi menggunakan bahasa suci, sebagaimana disebutkan Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) poin b.
4
 
Selanjutnya pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw tersebut 
dalam hal ini atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Termohon menyatakan 
tidak keberatan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talaknya. Sedangkan pada 
umumnya talak dijatuhkan sesuai ketentuan agama, yaitu talak yang dijatuhkan 
seorang suami terhadap istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak pada 
masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama keadaan suci tersebut. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 menjelaskan bahwa: 
“Talak bid‟i adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada 
waktu istri dalam haidh atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli atau 
dicampuri pada waktu suci tersebut”.5 
 
Untuk penerapan Pasal 122 tersebut di atas mestinya jangan dilakukan, 
tetapi kalau terpaksa karena ada tuntutan diselesaikan dan dilangsungkannya 
ikrar talak, maka talaknya tetap sah. Keadaan suci atau haid bagi istri yang 
akan dijatuhi talak tidak masuk dalam pertimbangan hukum atau masuk 
putusan, keadaan tersebut di luar jangkauan litigasi, hanya saja keadaan istri 
ketika akan dijatuhi talak itu seperti apa, hakikatnya untuk memulai masa 
‘iddah. Sebagaimana pernyataan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Ngawi yaitu: 
                                                             
       
4
  Pasal 153 ayat (2) poin b Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Apabila perkawinan putus 
karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan 
puluh) hari. 
 
       
5
  Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang…, hlm. 30. 
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“Mestinya jangan dilakukan, tetapi kalau terpaksa kenapa tidak. Kalau ada 
tuntutan diselesaikan dan dilangsungkan ikrar talak, talaknya tetap sah. Orang 
yang ditalak dalam keadaan haid waktu tunggu tiga kali suci dan di Kompilasi 
Hukum Islam tidak menggunakan bahasa suci tetapi 90 hari”.6 
 
Kemudian untuk memberikan putusan mengenai talak bid’i<, Majelis 
Hakim menghindari terjadinya talak tersebut. Tetapi jika terpaksa dilakukan, 
maka talaknya tetap sah. Dasar cerainya sesuai putusan Pengadilan tetapi 
ikrarnya sesuai dari pihak istri. Sesuai dengan pernyataan Ketua Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Ngawi yaitu: 
“Untuk talak bid’i> pelaksanaannya dihindari, tetapi jika terpaksa dilakukan 
talaknya tetap sah. Dasar cerainya sesuai putusan Pengadilan tetapi ikrarnya 
sesuai dari pihak istri”.7 
 
Untuk asas keadilan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Ngawi dalam hal ini menjadikan fikih sebagai dasar talak bid’i<, seperti 
kitab-kitab fikih, doktrin-doktrin fikih, serta doktrin-doktrin ahli hukum Islam, 
digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi sebagai pijakan dan 
diambil alih sebagai pendapatnya. Kemudian untuk al-Qur‟an dan sunah 
digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi sebagai pedomannya. 
Sebagaimana pernyataan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi 
bahwa: 
“Fikih masih dipakai dalam Pengadilan Agama. Untuk kitab-kitab fikih, 
doktrin-doktrin fikih, dan doktrin-doktrin ahli hukum Islam itu digunakan 
sebagai pijakan Hakim dan diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya. 
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  Suwarto, Hakim Pengadilan Agama Ngawi, Wawancara Pribadi, 25 Juli 2019, jam 10.30-
11.15 WIB. 
 
       
7
  Ibid. 
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Kemudian untuk al-Qur‟an dan sunah digunakan Hakim sebagai 
pedomannya”.8 
 
Menurut penulis, Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini telah 
memberikan bentuk keadilan terhadap Pemohon dan Termohon.Meskipun 
dalam ketentuan pada umumnya baik dari pendapat ulama maupun Kompilasi 
Hukum Islam yang menjelaskan bahwa Talak bid’i< adalah talak yang dilarang 
atau  talak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, tetapi pelaksanaan 
ikrarnya sesuai dari pihak istri dan dasar cerainya sesuai putusan Pengadilan. 
 Di dalam putusan perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw tidak 
dijelaskan terkait pelaksanaan ikrar talak dalam keadaan haid, hanya saja di 
dalam penetapan perkara  Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw dijelaskan bahwa 
pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon dalam keadan haid dan 
selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak 
keberatan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talaknya dan Termohon juga 
tidak keberatan menghitung masa ‘iddahnya setelah pada saat mulai suci. Jika 
istri keberatan dilaksanakan ikrar talak dalam keadaan haid, maka ikrar talak 
akan ditunda sebagaimana mestinya. 
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  Ibid. 
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B. Tinjauan Istih{sa<n terhadap Penetapan Ikrar Talak Bid’i< di Pengadilan 
Agama Ngawi Pada Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw 
Terakait penetapan Pengadilan Agama Ngawi mengenai ikrar talak 
terhadap istri dalam keadaan haid pada perkara Nomor 
1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw, sebagaimana diketahui bahwasanya Majelis Hakim 
dalam menetapkan jatuhnya talak dalam keadaan haid tersebut sesuai dari 
pihak istri yang akan dijatuhi talak. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 
sebelumnya. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim dalam menetapkan 
perkara tersebut menggunakan pertimbangan yang paling mendasar yakni talak 
bid’i< untuk pelaksanaannya dihindari, tetapi jika terpaksa dilakukan talaknya 
tetap sah. Dasar cerainya sesuai putusan Pengadilan tetapi ikrarnya sesuai dari 
pihak istri yang akan dijatuhi talak. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum-hukum yang 
ditetapkan berdasarkan syari‟at, Pasal 122 memberikan uraian bahwasannya 
talak bid’i< adalah talak yang dilarang. Meskipun demikian, sebagaimana 
pertimbangan hukumnya pada penetapan perkara 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw, 
Majelis Hakim tidak bermaksud keluar dari ketentuan hukum yang terdapat 
dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Majelis Hakim dalam 
pertimbangan hukumnya lebih melihat dan mengedepankan yang terbaik 
untuk Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim sendiri berprinsip bahwa kitab-
kitab fikih, doktrin-doktrin fikih, serta doktrin-doktrin ahli hukum Islam 
digunakan Majelis Hakim sebagai pijakan dan diambil alih sebagai 
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pendapatnya. Kemudian untuk al-Qur‟an dan sunah digunakan Hakim sebagai 
pedomannya. 
Penjelasan terus terang dari Ibnu „Umar sewaktu ia mentalak istrinya 
ketika haid. Lalu Rasulullah SAW menyuruh dia merujuknya. H{adi<th yang 
dimaksud adalah: 
 ِدْهَع ىَلَع ٌضِئاَح َيِىَو ُوََتَأرْمِا َقََّلط ٍرْمَع ِنْب ِوّللا َدْبَع َّنَأ ٍعِفَان ْنَع ٍكِلاَم ْنَع َيَْيَ ِنَِث َّدَح ِلْوُسَر
وّللا ىَّلَص ِوّللا َلْوُسَر ِباَّطَْلْا ِنْب ُرَمُع َلاَق َف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص ِوّللا  َكِلَذ ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع
 َِت َُّثُ َرُهْطَت َّتََّح اَهْكِسُْيُ َُّثُ اَهْعِجاَر ُيْل َف ُهْرُم َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص ِوّللا َلْوُسَر َلاَق َف َرُهْطَت َُّثُ َضْي
 ْلِتَف َّسََيُ ْنَأ َلْب َق َقَّلَط َءاَش ْنِإَو ُدْع َب َكَسَْمأ َءاَش ْنِإ َُّثُ َءاَسِّنلا َاَلَ َقََّلُطي ْنَأ ُوّللا َرََمأ ِتََّّلا ُة َّدِعْلا َك
.)ملسم هاور( 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi‟, bahwasannya 
Abdullah bin „Umar menceraikan istrinya, dalam keadaan haid pada masa 
Rasulullah SAW masih hidup. Lalu „Umar bin al-Khatab menanyakan hal itu 
kepada Rasulullah SAW, beliau berkata kepada „Umar al-Khatab: 
“kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian haid, 
kemudian suci lagi. Selanjutnya jika kamu mau tahanlah dia dan jika kamu 
berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah 
‘iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri”. (H.R 
Muslim).
9
 
 
Pada h{adi<th ini, Rasulullah SAW memerintahkan Umar untuk merujuk 
istrinya kembali ketika Umar mentalak salah seorang istrinya di masa haid 
dengan sekali talak dan ini berarti talaknya dianggap telah sah. Kemudian jika 
dilihat dari sisi tinjauan Istih{sa<n yakni pada saat Pemohon mengikrarkan talak, 
Termohon dalam keadaan haid dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis 
Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar 
                                                             
       9  Muslim bin Hajjaj, Shahih..., hlm. 1093. 
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talaknya dan menginginkan segera diselesaikannya perkara tersebut, maka 
perbuatannya dapat dinamakan Istih{sa<n. 
Imam Abu Hanifah al-Hasan al-Karkhi mengemukakan sebagaimana 
yang dikutip oleh Kadenun dalam artikelnya yang berjudul Istih{sa<n sebagai 
Sumber dan Metode Hukum Islam bahwa “penetapan hukum dari seorang 
mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum 
yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan lebih 
kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.
10
 
Dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf dan dikutip oleh Romli SA, 
bahwa ulama dari kalangan mazhab Maliki membagi Istih{sa<n kepada tiga 
macam,
11
 salah satunya adalah Istih{sa<n Mas{lah{ah, yaitu mengenyampingkan 
pemberlakuan ketentuan hukum qiya>s karena pertimbangan maslahat yang 
lebih penting.
12
 Maslahat disini yang dimaksud adalah bukan untuk 
kemaslahatan secara umum tetapi kemaslahatan tersebut untuk suatu peristiwa 
atau suatu kasus tertentu. Sebagai contoh,
13
 mengharuskan ganti rugi atas diri 
seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak di tangannya 
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  Kadenun, “Istih{sa<n sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam”, Artikel Qalamuna, 
(Ponorogo) Vol. 10 Nomor 2, 2018, hlm. 94. 
 
       11  Istih{sa<n menurut mazhab Maliki tersebut adalah: 1. Istih{sa<n yang disandarkan kepada al-
‘urf; 2. Istih{sa<n yang disandarkan kepada Mas{lah{ah; 3. Istih{sa<n yang disandarkan pada keadaan 
untuk menghilangkan kesulitan. Lihat: Romli SA, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 204-205. 
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  Romli SA, Studi Perbandingan..., hlm. 205. 
 
       
13
  Satria Effendi, Ushul..., hlm. 145. 
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kecuali jika kerusakan itu disebabkan bencana alam yang di luar kemampuan 
manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa 
rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni 
rumah itu kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi, demi 
menjaga keselamatan harta tuan rumah dan menipisnya rasa tanggung jawab 
kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli fikih berfatwa untuk 
membebankan ganti rugi atas pihak tersebut. 
Kebolehan menggunakan Istih{sa<n sebagai hujah, para ulama berbeda 
pendapat ada yang menyetujui ada yang tidak, akan tetapi perselisihan mereka 
terletak pada perbedaan mereka dalam memberi batasan terhadap Istih{sa<n itu 
sendiri, jadi bukan oprasionalnya dalam menetapkan hukum berdasarkan 
Istih{sa<n.14 
Dalam penetapan talak bid’i> di Pengadilan Agama Ngawi pada perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw jika ditinjau dari sisi Istih{sa<n Mas{lah{ah 
sebagai dalil syarak, yaitu Pemohon dan Termohon menginginkan segera 
diselesaikannya perkara tersebut dan melangsungkannya ikrar talak dalam 
keadaan haid. Pada dasarnya talak bid’i < termasuk jatuh talak atau talaknya sah, 
meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa talak bid’i< tidak sah bahkan juga 
menolak pendapat yang mengatakan bahwa talak ini termasuk ke dalam 
kategori talak secara umum, tetapi jumhur mayoritas ulama menganggap 
bahwa talak bid’i< ini sah atau telah jatuh talak, maka ikrar talak terhadap istri 
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  Rial Fuadi, Buku Daras Ushul Fiqih, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 88. 
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dalam keadaan haid tersebut bisa dilangsungkan dan sisi maslahatnya bisa 
dipastikan bahwa istri yang dijatuhi talak tidak dalam keadaan hamil. 
Demikian pula jika istri ditalak dalam masa suci tetapi setelah dicampuri, maka 
kemungkinan untuk hamil akan terbuka. Jika itu terjadi, maka masa 
mengandung hingga melahirkan akan menjadi masa ‘iddahnya. 
Seperti telah dijelaskan bahwa Istih{sa<n itu digunakan oleh sekelompok 
ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa 
kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, 
seperti dengan menggunakan qiya>s jaliy atau dalil umum menurut cara-cara 
biasa dilakukan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang 
dihasilkan kurang (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari 
penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan dalil 
atau pendekatan lain sebagai alternatif (pengganti dari pendekatan yang 
konvensional tersebut.
15
 
 
                                                             
       
15
  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., hlm. 363. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dalam menetapkan ikrar talak kepada istri dalam keadaan haid pada perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi 
dalam pertimbangannya menetapkan perkara tersebut dengan memberikan 
bentuk keadilan terhadap Pemohon dan Termohon, yaitu pelaksanaan 
ikrarnya sesuai dari pihak istri dan dasar cerainya sesuai putusan 
Pengadilan. Jika istri keberatan dilaksanakan ikrar talak dalam keadaan 
haid, maka ikrar talak akan ditunda sebagaimana mestinya. Untuk asas 
keadilan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi 
dalam hal ini menjadikan fikih sebagai dasar talak bid’i<, seperti kitab-kitab 
fikih, doktrin-doktrin fikih, serta doktrin-doktrin ahli hukum Islam, 
digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi sebagai pijakan dan 
diambil alih sebagai pendapatnya. Kemudian untuk al-Qur’an dan sunah 
digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi sebagai pedomannya. 
2. Dalam penetapan talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi pada perkara 
Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw jika ditinjau dari sisi Istih{sa<n Mas{lah{ah 
sebagai dalil syarak, yaitu Pemohon dan Termohon menginginkan segera 
diselesaikannya perkara tersebut dan melangsungkannya ikrar talak dalam 
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keadaan haid, pada dasarnya talak bid’i< termasuk jatuh talak atau talaknya 
sah, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa talak bid’i< tidak sah 
bahkan juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa talak ini termasuk 
ke dalam kategori talak secara umum, tetapi jumhur mayoritas ulama 
menganggap bahwa talak bid’i< ini sah atau telah jatuh talak, maka ikrar 
talak terhadap istri dalam keadaan haid tersebut bisa dilangsungkan dan sisi 
maslahatnya bisa dipastikan bahwa istri yang dijatuhi talak tidak dalam 
keadaan hamil. Demikian pula jika istri ditalak dalam masa suci tetapi 
setelah dicampuri, maka kemungkinan untuk hamil akan terbuka. Jika itu 
terjadi, maka masa mengandung hingga melahirkan akan menjadi masa 
‘iddahnya. Dari penelitian di atas dengan mempertimbangkan kemaslahatan 
kedua belah pihak agar terlepas dari permasalahan dan menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan, maka dengan persetujuan dari istri ikrar talak bisa 
dilangsungkan. Jika suami menginginkan dilangsungkan ikrar talak dalam 
keadaan haid dan istri minta ditunda, maka ikrar talak tidak bisa 
dilangsungkan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat pada umumnya sedapat mungkin supaya melaksanakan 
ikrar talak terhadap istri dalam keadaan suci, agar istri yang akan dijatuhi 
talak menghadapi masa ‘iddahnya dengan wajar. 
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2. Bagi Lembaga Peradilan Agama yang berwenang dalam menyelesaiakan 
perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, 
agar senantiasa menetapkan ikrar talak terhadap istri dalam keadaan suci 
dan menafsirkan ketentuan hukum talak terhadap istri dalam keadaan haid 
secara kritis demi terwujudnya keadilan bagi para pihak dan menghadirkan 
kemaslahatan. 
3. Bagi Perguruan Tinggi, agar senantiasa memberi pengajaran serta ilmu 
pengetahuan yang seluas-luasnya dalam mempersiapkan generasi-generasi 
penerus penegak keadilan dalam memutus suatu permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam masyarakat. 
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Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1659./Pdt.G/2018/PA.Ngw 
P  U   T   U   S   A   N 
Nomor  1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw 
ِِمْســــِبِِِاللِِِنَمْح َّرـلاِِِمــــْيــِح َّرـلا  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara 
tertentu pada tingkat pertama telah mejatuhkan putusan sebagai berikut dalam 
perkara cerai talak antara;  
AGUS HARIYANTO bin SURATIN, umur   34 tahun, agama Islam, Pendidikan  
SLTA, pekerjaan   Wiraswasta, tempat tinggal  
Dusun Ngijo, RT 04 / RW 06 Desa Kendal, 
Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi,  dalam hal 
ini dikuasakan kepada BIBIH HARYADI, S.H. 
Advokat yang beralamat di Jl. Dr. Radjiman 
Widyadiningrat No. 31 Walikukun Widodaren 
sebagai PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT 
REKONVENSI; 
m e l a w a n 
SULI FATONAH binti HARTO WIYONO,umur   31 tahun, agama Islam, 
Pendidikan   SLTA, pekerjaan   Wiraswasta, 
tempat tinggal di Dusun Ngijo, RT 04 / RW 06 
Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten 
Ngawi, sebagai TERMOHON KONVENSI/ 
PENGGUGAT REKONVENSI; 
- Pengadilan Agama tersebut  :  
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;  
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi; 
DUDUK PERKARANYA 
Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal   15 Oktober 
2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah 
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Nomor:  1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada 
pokoknya berbunyi sebagai berikut  : 
1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 juli tahun 2015 telah dilangsungkan 
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan 
menurut hukum yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan 
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul sebagaimana tercatat dalam 
Akta Nikah No : 0099/03/VII/2015, bertepatan dengan 24 RAMADHAN 
1436 H; 
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan 
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan .tujuan membentuk 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah 
Swt; 
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 
kediaman orang tua Pemohon Dsn Dsn.Ngijo, RT 04 / RW 06 Desa Kendal, 
Kec Kendal, Kab Ngawi; 
4. Bahwa diawal perkawinan antara Pemohon dan Termohon beijalan baik-
baik saja seperti yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, walaupun 
sesekali ada percekcokan, namun masih dalam batas-batas kewajaran; 
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah 
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (bakda dukhul) dan sudah 
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ADELIA FARANISA AZNI, 
Perempuan berumur 2 (dua) tahun;  
6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon 
dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon 
sering teijadi perselisihan dan percekcokan yang penyebabnya karena 
Termohon selalu bersikap dan berprilaku kasar kepada Pemohon, 
Termohon tidak lagi bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami 
dfan kepala keluarga; 
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bekeija keras dan bertanggung jawab 
meberikan Nafkah lahir / ekonomi kepada Termohon; 
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus-
menerus hingga puncaknya teijadi pada tanggal 06 Juni tahun 2018 
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Pemohon dan Termohon Bertengkar hebat, dan akibat dari pertengkaran 
tersebut Pemohon akhirnya memilih keluar dari rumah dan tinggal di rumah 
kos; 
9. Bahwa dari sejak tanggal 06 Juni tahun 2018 sampai dengan Permohonan 
Cerai Talak ini Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Ngawi, sudah kurang 
lebih 4 (empat) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah 
lagi menjalin komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri; 
10. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk 
melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon 
bermaksud menceraikan Termohon; 
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara 
Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit 
dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 
rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.l tahun 1974, sehingga 
lebih baik diputus karena perceraian; 
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; 
Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon 
memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ngawi Melalui Yang 
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat 
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon 
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya 
sebagai berikut: 
PRIMAIR : 
1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon; 
2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada 
Termohon; 
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
SUBSIDA1R : 
Atau apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang 
seadil- adilnya [ex aequo et bono); 
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, Kuasa 
Hukumnya dan Termohon hadir dipersidangan;  
Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1659./Pdt.G/2018/PA.Ngw 
Bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Kedua belah pihak 
dan juga telah diadakan mediasi, pada hari senin, tanggal 26 Nopember 2018 
dan hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, yang dihadiri oleh Pemohon dan 
Termohon. Para pihak memilih  Drs. MUNTASIR, MHP. sebagai Mediator akan 
tetapi tidak berhasil;  
Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan 
membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan 
oleh Pemohon;  
Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan 
jawaban secara tertulis sebagai berikut; 
1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-
hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban 
ini; 
2. Bahwa menanggapi dalil Posita Pemohon pada point 1, 2 dan 3, benar pada 
hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara 
Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum yang sesuai 
dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan perkawinan tersebut telah di 
catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 
0099/03/VII/2015, bertepatan dengan 24 RAMADHAN 1436 H. Benar 
perkawinan antara Pemohon dan Termohon di langsungkan berdasarkan 
kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang 
sakinah, mawaddah wa rrahmah yang diridhoi Allah SWT. Selanjutnya 
setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman 
Orang tua Pemohon yang digunakan juga untuk rumah kediaman bersama 
Pemohon dan Termohon yang beralamatkan di Dsn.. Ngijo;, RT 04 / RW 06 
Desa Kendal, Kec. Kendal, Kab. Ngawi; 
3. Bahwa menanggapi dalil Posita Pemohon pada point 4 dan 5, benar di awal 
Spernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja seperti 
yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, walaupun sesekali ada 
percekcokan, namun masih dalam batas-batas kewajaran. Benar bahwa 
selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul 
layaknya suami istri (bakda dukhul), dan sudah di karuniai 1 (satu) orang 
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anak yang bernama: ADELIA FARANISA AZNII, perempuan berusia 2 
(dua) tahun; 
4. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Posita Pemohon pada 
point 6 dan 7, dikarenakan pada bulan Mei 2016 ketentraman rumah 
tangga Pemohon dan Termohon tidak mulai goyah bahkan baik-baik saja. 
Bahwa Termohon selaku seorang istri selalu bersikap dan berperilaku 
selayaknya seorang istri yang setia dan hormat terhadap Pemohon selaku 
seorang suami dan kepala rumah tangga, tetapi selama terjadinya 
perkawinan sampai saat ini Pemohon yang tidak menghargai Termohon 
sebagai seorang istri; 
Bahwa tidak benar bahwa selama ini Pemohon sudah, berusaha bekerja 
keras dan bertanggung jawab memberikan nafkah lahir/ekonomi kepada 
Termohon, yang benar adalah selarna masa perkawinan antara Pemohon 
dan Termohon, Pemohon tidak bekerja dan «tidak berusaha bekerja keras 
dan bertanggung jawab memberikan nafkah lahir/ekonomi kepada 
Termohon. Tetapi sampai sebelum Pemohon pergi dari rumah kediaman 
hal tersebut bukaniah suatu hal yang krusial karena Termohon sendiri juga 
berusaha mencari nafkah dengan berjualan es yang dititipkan di warung-
warung dan Termohon yakin bahwa rejeki adalah pemberian dari Allah 
SWT serta Termohon tidak pernah menuntut kepada Pemohon untuk hal-
hal tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomis; 
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita Pemohon pada point 8 
dan 9, dikarenakan dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan realitas 
dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa sampai 
pada tanggal 7 Juli 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 
baik-baik saja meskipun kadang ada sedikit perselisihan, kemudian pada 
tanggal 8 Juli 2018 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 
yang disebabkan karena Termohon pulang larut malam dan Memohon 
mengamuk merusak barang-barang perabotan rumah yang ada di rumah 
kediaman bersama hal tersebut disebabkan oleh adanya WIL (wanita 
idaman lain). Sehingga pada tanggal 10 Juli 2018 Termohon memutuskan 
menenangkan diri pulang ke Jogjakarta di rumah Orangtua Termohon dan 
itupun juga atas Izin dari Pemohon bukan Termohon pergi meninggal 
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rumah kediaman bersama begitu saja tanpa sebab dan alasan bahkan 
tanpa meminta izin dari Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, 
lalu bagaimana bisa Termohon berpamitan dan meminta izin kepada 
Pemohon untuk pulang ke kampung halaman di rumah orang tuanya 
apabila Pemohon tidak ada di rumah kediaman bersama ? dan secara 
faktual itu tidak mungkin dapat terjadi jika Pemohon pergi meninggalkan 
rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos; 
Bahwa tidak benar jika sejak tanggal 6 juni 2018 sampai dengan 
Permohonan Cerai Talak ini Pemohon ajukan pada Pengadilan Agama 
Ngawi, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin 
komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena 
Termohon baru pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada 
tanggal 10 Juli 2018 sehingga sangat tidak rasional jika Pemohon dan 
Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan hubungan 
sebagaimana layaknya suami istri. Selanjutnya setelah Termohon berada di 
Jogjakarta Termohon dan Pemohon masih menjalin komunikasi secara 
baik-baik meskipun hanya lewat telekomunikasi dikarenakan Termohon 
berada di Jogjakarta di rumah Orangtua Termohon yang jaraknya sangat 
jauh dari rumah kediaman bersama; 
Bahwa dalam perkara a quo Pemohon baru pergi meninggalkan rumah 
kediaman bersama pada tanggai 26 september 20IS bertepatan dengan 
pulangnya Termohon dari Jogjakarta ke tempat kediaman bersama di 
Kendal tanpa seizin Termohon ataupun pihak keluarga lainnya dengan 
membawa Akta Mikah Termohon, Akta Kelahiran Termohon,Akta Kelahiran 
Anak dan Ijazah Pendidikan Termohon tanpa seizin Termohon yang mana 
Akta Kelahiran Anak tersebut akan digunakan Termohon untuk 
mendaftarkan anak Pemohon dan Termohon untuk masuk sekolah Paud di 
Kelompok Bermain Mutiara yang beralamat tidak jauh dari rumah kediaman 
bersama di Dusun Ngijo Kecamatan Kendal; 
6. Bahwa setelah kepergian Pemohon pada tanggal 26 september 26X8, 
Termohon masih berusaha menjadi seorang istri yang setia dan 
menghormati Pemohon dengan cara masih terus berusaha menghubungi 
Pemohon melalui telekomunikasi, menanyakan keberadaannya dimana, 
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dan berusaha menyuruh agar cepat pulang. Komunikasi tersebut terus 
berlanjut dan Pemohon sendiri pun juga sering menanyakan kabar anak 
akan tetapi tepatnya pada tanggal 2 Oktober 20X8 anak jatuh sakit dan 
selalu ingin bicara dengan Pemohon serta menanyakan sambil berbicara 
kepada Termohon "ayah dimana, ayah dimana", "pengen telephone ayah", 
"pengen ketemu ayah" tetapi mulai tanggal 2 Oktober 2018 tersebut 
Pemohon tanpa alasan yang jelas memutus hubungan komunikasi dengan 
Termohon dan anaknya. Pada saat itu Termohon sebagai seorang istri dan 
ibu yang sedang ditinggal pergi oleh Pemohon harus berusaha sekuat 
tenaga untuk merawat dan mencukupi kebutuhan keluarga seorang diri 
dengan uang tabungan Termohon sendiri; 
7. Bahwa kini Termohon harus hidup seorang diri tanpa memiliki pemasukan 
apapun karena selama ini kebutuhan Pemohon dan Termohon bergantung 
pada hasil panen sawah milik Pemohon serta Termohon sudah tidak lagi 
berjualan es yang dititip di warung-warung dari sebelum bulan puasa tahun 
2018; 
8. Bahwa bentuk kesetiaan sebagai seorang istri dari Termohon terlihat pada 
saat dilakukannya mediasi di ruang mediasi pada Pengadilan Agama 
Ngawi, Termohon berusaha keras untuk tetap setia dan tidak mau 
diceraikan oleh Pemohon mengingat rasa cinta dan kasih sayang kepada 
Pemohon yang amat dalam serta mengingat tumbuh kembang slkologis 
anak semata wayang Pemohon dan Termohon yang masih berusia sangat 
dini. Sehingga apapun yang terjadi Termohon akan terus dan tetap 
berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya supaya dapat 
bersatu kembali dan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah wa 
rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan; 
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon 
tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masih ada 
harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga secara 
bersama karena Termohon akan terus berusaha mempertahankan bahtera 
rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana hal tersebut juga tidak 
sejalan dengan alasan-alasan terkait dengan perceraian sebagaimana 
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yang tertuang 'dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh sebab 
itu Termohon keberatan jika Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan 
ikrar talak satu raj'i atas dirinya kepada Termohon dalam persidangan di 
hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi; 
Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka mohon 
kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang 
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan 
sebagai berikut : 
1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya. 
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat 
diterima. 
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yarig timbul dalam 
perkara ini. 
SUBSIDAIR ; 
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex 
Aequo et Bono). 
Bahwa atas pertayaan Ketua Majelis Termohon menyatakan akan 
menambah jawaban secara lisan yaitu apabila Pemohon tetap bersikukuh ingin 
menceraikan Termohon, Termohon menyatakan akan menuntut: 
- Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 ;- (Tiga juta Rupiah) 
sampai anak tersebut dewasa; 
- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 ;- (Tiga juta Rupiah); 
- Mut’ah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah); 
Bahwa atas jawaban Termohon Kuasa Hukum Pemohon mengajukan 
Replik secara tertulis sebagai berikut; 
DALAM KONPENSI: 
1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya Pemohon 
semula, dan selanjutnya Pemohon membantah dan menolak seluruh 
jawaban-jawaban Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam 
Jawabannya pada tanggal 17 Desember 2018, yang telah dilakukan 
perubahan pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali yang secara tegas- 
tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;  
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2. Bahwa dengan jawaban Termohon yang terlihat seperti dibuat-buat bahkan 
seperti ada yang mengarahkan atau mungkin hanya copy paste dari sumber 
yang tidak jelas, dapat dianggap dan dikatagorikan bahwa Termohon tidak 
serius menjawab sesuai fakta sebenarnya dalam konplik rumah tangganya 
selama ini seperti yang sudah didalilkan dalam permohonan cerai talak yang 
diajukan Pemohon;    
3. Bahwa Termohon telah menjawab dengan membenarkan jawaban pada 
posita 1, posita 2, posita 3, posita 4 dan posita 5 pada permohonan 
Pemohon, jadi dalam hal ini Pemohon sudah tidak perlu menanggapinya 
lebih jauh;  
4. Bahwa Jawaban Termohon pada posita 6 dan posita 7 adalah tidak benar, 
dan adapun yang benar adalah Pemohon dan Termohon sering cekcok dan 
berselisih paham, dan dalam setiap ada masalah dan perselisihan Termohon 
selalu bersikap tidak menghargai Pemohon, Termohon juga adalah sosok 
istri yang pencemburu dan selalu mengada ada mencari cari kesalahan 
Pemohon, hingga pemohon merasa sangat tertekan dengan sikap dan 
perlakuan Termohon kepada Pemohon selama ini, Pemohon tidak pernah 
bisa menghargai Pemohon, seperti dalam jawabannya yang sudah 
Termohon uaraikan dalam point 5, yang menunjukan itulah sikap dan watak 
Termohon yang sebenarnya, yang tidak pernah bisa mengharagai Pemohon 
sebagai suaminya, walapun Pemohon sudah bekerja keras untuk mencukupi 
kebutuhan ekonomi sehari-hari untuk keluarga, namun dimata Termohon, 
Pemohon adalah tetap seorang suami yang tidak becus membahagiakan 
Termohon, sikap dan perlakuan Termohon yang tidak bisa menghargai 
Pemohon tersebut selalu berulang ulang seolah-olah sudah menjadi 
kebiasdaan hingga Pemohon tidak pernah merasa bahagia dalam rumah 
tangganya dengan Termohon;  
5. Bahwa Jawaban Termohon pada posita 8 dan posita 9 yang menyampaikan 
bahwa dalil  Pemohon bertolak belakang itu adalah tidak benar, dan yang 
benar adalah seingat Pemohon cekcok mulut dan pertengkaran antara 
Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar antara bulan Juni hingga bulan 
Juli tahun 2018, dan dari semenjak itu atau sudah sekitar lebih kurang 5 
(lima) bulan Pemohon sudah tidak berhubungan lagi dengan Termohon baik 
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secara lahir mauupun bathin;  
6. Bahwa Pemohon sangat menolak keras jawaban Termohon pada point 7, 
point 8 dan point 9, yang sangat dipaksaan dan sangat mengada-ada 
memutar balikan fakta yang sebenarya, jawaban-jawaban bisikan yang 
diarahkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah 
tau bagaimna beratnya Pemohon menjalani rumah tangganya dengan 
Termohon, dan seperti jawaban yang disampaikan Termohon dalam point 4 
bertolak belakang dengan jawabannya pada point 7, dalam pint 4 Termohon 
menyampaikan bahwa Pemohon tidak bekeija dan tidak memberikan nafkah, 
namun pada point 7 Termohon mengakui bahwa selama ini untuk kebutuhan 
ekonomi sehari- hari dicukupi oleh Pemohon yang bekeija dari hasil sawah 
orangtua Pemohon, dari sini sudah terlihat bahwa Termohon adalah seorang 
istri yang tidak dapat menghargai jerih payah dan usaha Pemohon sebagai 
suaminya yang selama ini berusaha banting tulang untuk mencukupi 
kebutuhan ekonominya sehari-hari;  
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha sabar dalam menghadapi sikap 
Termohon yang selalu memojokan dan tidak menghargai Pemohon, akan 
tetapi saat ini Pemohon sudah mengambil keputusan, bahwa akan menjadi 
bertambah dosa apabila ikatan rumah tangga dipaksakan dengan selalu 
sering bertengkar, saling fitnah, saling dengki dan yang pasti Pemohon 
sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Termohon; 
8. Bahwa Pemohon sudah tidak kuat dan sudah tidak sanggup lagi untuk 
meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon tetap 
dengan tekad bulat ingin berpisah cerai dengan Termohon;  
DALAM REKONPENSI: 
1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi yang disampaikaan Penggugat 
Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi mengenai Tergugat Rekonpeni 
yang harus membayar nafkah Iddah, Mut’ah, dan nafkah anak, pada 
pokonya Tergugat Rekonpensi tidak keberatan, namun tetap sebatas 
kempuan Tergugat Rekonpensi, Karena Tergugat Rekonpensi juga saat ini 
hanya bekerja serabutan seadanya;  
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Mut’ah sebesar 
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- 
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(dua juta rupiah), serta Nafkah untuk anak sebesar Rp.       1.000.000,- (satu 
juta rupiah) dalam setiap bulannya; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas, maka dengan 
ini Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia 
Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan 
sebagai berikut: 
DALAM KONPENSI: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap 
Termohon 
3. di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi; 
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 
DALAM REKONPENSI: 
1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; 
2. Menerima jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya; 
Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara 
tertulis sebagai berikut: 
DALAM KONPENSI: 
1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon 
kecuali yang dengan tegas di akui kebenarannya oleh Termohon. 
2. Bahwa benar bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan 
Termohon adalah pertengkaran biasa yang wajar terjadi pada sebuah 
rumah tangga. Dan terjadi karena faktor ekonomi yang mana Pemohon tidak 
dapat mencukupi kebutuha rumah tangga, dan tidak benar bahwa 
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akan tetapi sikap 
Pemohon sendiri yang acuh tak acuh terhadap urusan rumah tangga yang 
membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar. 
3. Bahwa tidak benar bahwa Termohon mengada-ada, bahwa pada dasarnya 
Pemohon dan Termohon saat ini masih sering berkomunikasi dan masih 
baik-baik saja. 
4. Bahwa tidak benar Pemohon bekerja banting tulang untuk menghidupi 
kebutuhan ekonomi, yang sebenarnya bahwa demi berlanjutnya hidup dan 
kebutuhan keluarga maka sebisa mungkin Termohon membantu 
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Nafkah Iddah 
Mut’ah 
Nafkah anak hingga dewasa 
perekonomian keluarga dengan bekerja di sawah orangtua Pemohon dan 
beijualan. 
5. Bahwa Termohon tidak pernah sedikitpun merendahkan atau tidak 
menghargai Pemohon, bahwa ikutnya Termohon tinggal di rumah Pemohon 
merupakan bukti bahwa Termohon masih dan akan tetap mencintai 
Pemohon. 
6. Bahwa Termohon masih terus berusaha untuk memperbaiki Rumah Tangga 
antara Pemohon dan Termohon, bahwa sampai saat ini Termohon belum 
meninggalakan kediaman Pemohon, karena Termohon masih berharap 
dapat memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon. 
DALAM REKONPENSI: 
1. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekopensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana 
dikemukakan dalam jawaban/gugat Rekopensi dan menolak seluruh dalil 
yang dikemukakan oleh Pemohon /Tergugat Rekopensi, kecuali hal-hal 
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. 
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi yakin bahwa pernikahan Penggugat 
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih dapat diperbaiki kembali dan 
bahwa anak semata wayang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat 
Rekonpensi masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih 
sayang seorang ayah. 
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa 
Perkara untuk menghadirkan kembali Tergugat Rekonpensi atau Pemohon 
guna dilakukan mediasi kembali. 
4. Bahwa apabila Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tetap berkemauan keras 
hendak menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonpensi maka Termohon/ 
Penggugat Rekonpensi tidak akan keberatan asalkan hak-hak Termohon/ 
Penggugat Rekonpensi diberikan masing-masing: 
 
Rp. 3.000.000,-  
Rp. 4.000.000,- 
Rp.1.000.000,-/ bulan dengan 
pertambahan 10% pertahun. 
PRIMER 
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A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) 
Mengabulkan permohonan Pemohon 
B. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI) 
1. Menerima gugat balik (Rekonpensi) Termohon/ Penggugat Rekonpensi 
secara keseluruhan. 
2. Menyatakan pernikahan antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi 
dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi masih bisa lagi dipertahankan 
keutuhannya. 
3. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak 
Termohon/ Penggugat Rekonpensi yang merupakan kewajiban Tergugat 
Rekonpensi yaitu berupa: 
Nafkah Iddah Rp. 3.000.000,-  
Mut’ah Rp. 4.000.000,-  
Nafkah anak hingga Dewasa Rp. 1.000.000,-/bulan dengan 
penambahan 10% Pertahun; 
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum; 
SUBSIDAIR 
Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 
bukti-bukti berupa:   
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An Pemohon yang dikeluarkan oleh 
Camat Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi nomor : 2171071008841001 
tanggal 13 Juni 2018 yang telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata 
cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.1; 
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul Nomor  ; 0099/03/VII/2015 Tanggal 11 Juli 
2015, yang telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok serta 
bermeterai cukup diberi kode P.2; 
Saksi I 
 Rosyid bin Atmorejo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat 
tinggal di  Dusun Ngijo, RT 04 / RW 06 Desa Kendal, Kecamatan 
Kendal, Kabupaten Ngawi dibawah sumpahnya saksi memberikan 
keterangan sebagai berikut :  
Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1659./Pdt.G/2018/PA.Ngw 
- Bahwa saksi kenal dengan  Pemohon dan  Termohon karena saksi 
adalah  tetangga Pemohon; 
- Bahwa saksi mengetahui  Pemohon dan  Termohon adalah suami 
istri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Srandakan 
Kabupaten Bantul;  
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah,  Pemohon dan  
Termohon bertempat tinggal  di kediaman orang tua Pemohon; 
- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dengan Termohon telah 
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1orang 
anak bernama : Adelia Faranisa Azni, perempuan, umur 2 tahun saat 
ini tinggal bersama Termohon; 
- Bahwa saksi mengetahui sejak   Pemohon dan Termohon sering 
bercekcok yaitu   disebabkan oleh  Termohon selalu bersikan kasar 
dan tidak menghargai Pemohon  sebagai suami/kepala rumah 
tangga; 
- Bahwa saksi mengetahui  Pemohon dan Termohon  kurang lebih 
selama 4 bulan  hidup berpisah selama itu sudah tidak ada 
hubungan lagi baik lahir maupun bathin; 
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana 
Pemohon pergi dari rumah dan Kos; 
- Bahwa saksi berusaha menasehati  Pemohon agar tetap 
mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil; 
Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa 
Pemohon mengajukan pertayaan kepada saksi pertama yaitu bahwa saya tahu 
Pemohon dan Termohon setelah bertengkar, Termohon pulang ke Bantul lalu 
setelah  tahu Pemohon mengajukan perceraian, Termohon datang lagi 
kerumah orang tuanya; 
Saksi II 
 Suyadi Bin Parman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat 
tinggal di  Dusun Ngijo, RT 04 / RW 06 Desa Kendal, Kecamatan 
Kendal, Kabupaten Ngawi dibawah sumpahnya saksi meberikan 
keterangan sebagai berikut :  
- Bahwa saksi kenal dengan  Pemohon dan  Termohon karena saksi 
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adalah  tetangga Pemohon; 
- Bahwa saksi mengetahui  Pemohon dan  Termohon adalah suami 
istri yang sah;  
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah,  Pemohon dan  
Termohon bertempat tinggal  di kediaman orang tua Pemohon; 
- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dengan Termohon telah 
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1orang 
anak bernama : Adelia Faranisa Azni, perempuan, umur 2 tahun saat 
ini tinggal bersama Termohon; 
- Bahwa saksi mengetahui sejak   Pemohon dan Termohon sering 
bercekcok yaitu   disebabkan oleh  Termohon selalu bersikan kasar 
dan tidak menghargai Pemohon  sebagai suami/kepala rumah 
tangga; 
- Bahwa saksi mengetahui  Pemohon dan Termohon  kurang lebih 
selama 4 bulan  hidup berpisah selama itu sudah tidak ada 
hubungan lagi baik lahir maupun bathin; 
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana 
Pemohon pergi dari rumah dan Kos; 
- Bahwa saksi berusaha menasehati  Pemohon agar tetap 
mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil; 
Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa 
Pemohon mengajukan pertayaan kepada saksi II pertama yaitu bahwa saya 
tahu Pemohon dan Termohon setelah bertengkar, Termohon pulang ke Bantul 
lalu setelah  tahu Pemohon mengajukan perceraian, Termohon datang lagi 
kerumah orang tuanya; 
Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap 
keterangan dua orang saksi tersebut;  
Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim 
telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon;  
Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menambah keterangan lagi dan 
mohon putusan;  
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang 
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan 
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perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari putusan ini; 
PERTIMBANGAN HUKUM 
DALAM KONPENSI 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon 
sebagaimana terurai diatas; 
Manimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus  yang dibuat oleh 
pemohon dan serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan 
berikut: 
Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus  pemohon tanggal 4 Oktober 
2018  yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur 
kekhususan karena secara jelas menunjuk Perkara permohonan cerai  di 
Pengadilan Agama Ngawi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas 
dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Surat Kuasa Khusus dan  dimaksud dapat dinyatakan sah dan 
karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai 
kedudukan dan kapasitas (legal Standing) sebagai subyek hukum yang berhak 
melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-
sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga telah ditempuh 
melalui proses mediasi dengan Mediator  Drs. MUNTASIR, MHP. akan tetapi 
tidak berhasil;  
Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-
dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;  
Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal 
adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat 
imperatif oleh karena itu meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil 
Pemohon, maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian;  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, 
Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai 
cukup (P.1) adalah merupakan bukti yang menunjukkan Pemohon bertempat 
tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi dan jika dikaitkan dengan 
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tempat tinggal Termohon maka dengan demikian Pengadilan Agama Ngawi 
berwenang memeriksa perkara ini; 
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, 
Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai 
cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim 
menyatakan antara  Pemohon dan  Termohon terikat dalam sebuah perkawinan 
yang sah;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, 
disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas,  Pemohon juga telah 
mengajukan alat bukti berupa 2 (dua)  orang saksi masing-masing memberikan 
keterangan di bawah sumpah di depan  persidangan;  
Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh  Pemohon adalah 
bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan 
sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh 
karenanya terpenuhi syarat formil saksi ; 
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah 
memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas ;  
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan 
atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang 
lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu 
telah memenuhi syarat materiil saksi ;  
Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh  
Pemohon dihubungkan dengan jawaban  Termohon, maka diperoleh fakta 
sebagai berikut;  
- Bahwa  Pemohon dengan  Termohon  adalah suami isteri sah yang menikah 
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul;  
- Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah hidup rukun sebagaimana 
layaknya suami istri  dan dikaruniai  1  orang anak bernama : Adelia 
Faranisa Azni, perempuan, umur 2 tahun saat ini tinggal bersama 
Termohon; 
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- Bahwa semula keadaan rumah tangga  Pemohon dengan  Termohon rukun 
dan harmonis akan tetapi  sejak bulan Mei 2016 antara  Pemohon dengan  
Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
disebabkan karena  Termohon selalu bersikan kasar dan tidak menghargai 
Pemohon  sebagai suami/kepala rumah tangga;  
- Bahwa  Pemohon dan Termohon  kurang lebih selama 4 bulan  hidup 
berpisah selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun 
bathin; 
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan  Pemohon dengan  
Termohon tetapi tidak berhasil; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis Hakim 
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah 
(broken marrage), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki 
oleh pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai oleh karena itu perceraian 
adalah alternatif terbaik bagi keduanya;  
Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak 
kepada Termohon, walaupun Termohon masih menyintai Pemohon dan 
keberatan bercerai namun ungkapan Termohon tersebut tidak menggoyahkan 
hati Pemohon untuk mengurungkan niyatnya dan Pemhon tetap bersikeras 
untuk bercerai dengan Termohon sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka 
Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami 
sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi kemudian diambil 
alih oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebagai pertimbangannya 
berbunyi sebagai berikut;  
قلاطلا لاجرلاب ةدعلاو ءاسىلاب 
Artinya:  Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak 
perempuan (isteri; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon 
dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada 
harapan untuk rukun kembali telah terbukti oleh karena itu sesuai dengan pasal 
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) 
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Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan 
memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap 
Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Ngawi;  
DALAM REKONPENSI 
Menimbang, bahwa  Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi 
menyatakan jika Peohon konpensi/Tergugat rekonpensi bersikukuh untuk 
bercerai maka Termohon konpensi /penggugat rekonpensi menuntut :  
- Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 ;- (Tiga juta Rupiah) 
sampai anak tersebut dewasa; 
- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 ;- (Tiga juta Rupiah); 
- Mut’ah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah); 
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonpensi 
memberikan jawaban Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup 
memberikan Mut’ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Nafkah 
Iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), serta Nafkah untuk anak 
sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya; 
Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat rekonpensi tersebut 
penggugat rekonpensi memberikan jawban balik tetap minta Nafkah Iddah 
sejumlah  Rp. 3.000.000,- dan Mut’ah Rp. 4.000.000,- serta Nafkah anak 
hingga Dewasa Rp. 1.000.000,-/bulan dengan penambahan 10% Pertahun; 
Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang suami 
yang yang menjatuhkan talak kepada istrinya dibebani memberikan mut’ah 
yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas 
isteri tersebut qabla al dukhul, hal demikian sesuai dengan pasal 41 huruf  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  pasal 149 huruf  Kompilasi Hukum 
Islam,. Serta segaris  dengan Firman Allah  surat al-Baqoroh ayat 233 dan ayat 
241 masing-masing berbunyi sebagai berikut : 
…ىلعو دىلىملا ًل ههقزر ههـتىسكو 
فورعـملاب (يرقبلا  :233) 
Artinya :”…dan kewajiban ayah/suami memberi makan para ibu/istri dengan 
cara yang ma’ruf” 
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ثاقلطمللو عاتم فورعملاب اقح ىلع 
هيقتملا (يرقبلا :142) 
Artinya:“kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi 
orang-orang yang taqwa”- 
Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal dan ayat-ayat al Qur’an 
tersebut diatas, Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi wajib untuk 
memberikan muth’ah yang layak dan memberikan iddah kepada Termohon,  
karena prinsip tentang muth’ah mengenai bentuk, jumlah serta ukuran mut’ah 
yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri tidak diatur secara 
khusus, namun hanya disebutkan dengan istilah “layak”, sedangkan dalam Al- 
Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 233 dan 241 menyebutkan dengan istilah “Ma’ruf” 
yang berarti suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal atau hukum syara’, 
melihat Termohon konpensi/penggugat rekonpensi yang telah mengabdi 
selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, oleh karenanya pemohon 
konpensi  patut dan layak memberikan muth’ah sejumlah Rp. 4.000.000,-  
(empat juta rupiah) kepada Termohon konpensi/penggugat rekonpensi, 
Sedangkan untuk nafkah iddah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, 
bahwa kebutuhan nafkah layak di tempat termohon konpensi/Penggugat 
rekonpensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. 
Maka  Majelis menilai telah patut dan layak menghukum Pemohon 
konpensi/Tergugat rekonpensi membayar nafkah iddah selama tiga bulan 
sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon 
konpensi/Penggugat rekonpensi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis 
Hakim menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar 
mut’ah sejumlah Rp. 4.000.000-  (empat juta rupia) dan nafkah iddah Rp. 
3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk keseluruhannya sejumlah   Rp.7.000.000; 
(tujuh juta  rupiah) kepada Termohon; 
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Menimbang, bahwa untuk kelancaran dan kepastian, maka pembayaran 
uang nafkah dan iddah dibayarkan sesaat Pemohon konpensi melaksanakan 
ikrar  talak di depan persidangan Pengadilan Agama Ngawi; 
Menimbang bahwa tentang tuntutan nafkah anak Termohon 
konpensi/penggugat rekonpensi agar pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi 
memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- dan Pemohon 
konpensi/Tergugat rekonpensi menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000, yang 
kemudian Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi menyutujui dengan 
tambahan kenaikan 10% tiap tahunnya. 
Menimbang bahwa, tentang nafkah anak tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah 
kepada anak nya walau telah bercerai dengan istrinya sampai anak tersebut 
mandiri, hal ini sesuai dengan iktibar dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 
yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya dalam 
putusan ini berbunyi  : 
 نإ ىلع بلأا نأ ميقي توؤملاب يف حلاصإ 
يدلو هم عاضر تقفوو ةىسكو تمدخو 
Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang 
masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan 
perawatannya. 
Menimbang bahwa, Antara Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi 
dengan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi telah sepakat pemohon 
konpensi memberikan nafkah kepada anaknya  bernama ADELIA FARANISA 
AZNI, Perempuan berumur 2 (dua) tahun setiap bulannya Rp. 1,000.000, dan 
Termohon minta agar ada kenaikan 10 % tiap tahunnya, hal demikian sangat 
logis karena perkembangan harga dan nilai uang, oleh karena itu Majelis Hakim 
patut  menghukum Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk 
memberikan nafkah anak bernama ADELIA FARANISA AZNI, Perempuan 
berumur 2 (dua) tahun tiap bulannya minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) 
dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa mandiri;
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 Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka 
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah 
ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta  
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 
perkara dibebankan kepada  Pemohon;  
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 
M E N G A D I L I  
DALAM KONPENSI 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi; 
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Agus Hariyanto bin Suratin) untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konpensi(Suli Fatonah 
binti Harto Wiyono) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi; 
DALAM REKONPENSI ; 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi; 
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar 
nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat 
Rekonpensi/ Termohon Konpensi; 
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar 
mut’ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat 
Rekonpensi/ Termohon Konpensi; 
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk memberikan 
nafkah anak bernama Adelia Faranisa Azni setiap bulan sebesar Rp. 
1000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai 
anak tersebut dewasa/Mandiri; 
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi sebesar Rp. 
571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); 
Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari  SENIN, tanggal  18 
Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1440 
Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi 
yang terdiri dari  Drs. SUWARTO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta  
DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI. dan  Hj. LUTHFIYANA, S.Ag., S.H. sebagai 
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hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga 
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota 
serta  Laily Ekawati Fauziyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa 
Pemohon dan Kuasa Termohon;  
Ketua Majelis, 
 
 
ttd 
 
Drs. SUWARTO, M.H. 
 
Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
  
  
ttd ttd 
  
DR. DRS. H. MUDZAKKIR, M.H.I. Hj. LUTHFIYANA, S.Ag., S.H. 
 
Panitera Pengganti, 
 
 
ttd 
 
LAILY EKAWATI FAUZIYAH, S.H. 
 
PERINCIAN BIAYA PERKARA: 
1. Biaya Pendafataran Rp. 30.000,- Untuk salinan 
2. Biaya Proses Rp. 50.000,- Pengadilan Agama Ngawi 
3. Biaya Panggilan Rp.  480.000,- Panitera 
4. Redaksi Rp. 5.000,-  
5. Meterai. Rp. 6.000,-  
 Jumlah Rp.  571.000,-  
( Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)  Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5: Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim (Bapak Drs.Suwarto, 
M.H.) Pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.25-11.00 WIB. 
 
1. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan talak bid’i<? 
Talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunah, sepeti halnya talak 
terhadap istri dalam keadaan haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri 
yang telah dicampuri pada waktu ia suci. 
2. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan talak bid’i< di Pengadilan Agama Ngawi? 
Fikih masih dipakai dalam Pengadilan Agama. Untuk kitab-kitab fikih, 
doktrin-doktrin fikih, dan doktrin-doktrin ahli hukum Islam itu digunakan 
sebagai pijakan Hakim dan diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya. 
Kemudian untuk al-Qur’an dan sunah digunakan Hakim sebagai pedomannya. 
3. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 dijelaskan bahwa “Talak bid’i adalah 
talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam haidh 
atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli atau dicampuri pada waktu 
suci tersebut”. Bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 
tersebut di Pengadilan Agama Ngawi? 
Mestinya jangan dilakukan, tetapi kalau terpaksa kenapa tidak. Kalau ada 
tuntutan diselesaikan dan dilangsungkan ikrar talak, talaknya tetap sah. Orang 
yang ditalak dalam keadaan haid waktu tunggu tiga kali suci dan di Kompilasi 
Hukum Islam tidak menggunakan bahasa suci tetapi 90 hari. 
4. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penetapan ikrar pada istri dalam 
keadaan haid pada Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2018/PA.Ngw? 
Untuk talak bid’i< pelaksanaannya dihindari, tetapi jika terpaksa dilakukan 
talaknya tetap sah. Dasar cerainya sesuai putusan Pengadilan tetapi ikrarnya 
sesuai dari pihak istri. 
5. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan talak bid’i< di Pengadilan Agama 
Ngawi? 
Kendalanya adalah jika pihak suami minta dilangsungkan ikrar talak dalam 
keadaan haid tetapi pihak istri minta ditunda. Tetapi selama kedua belah pihak 
tidak ada yang keberatan jika dilangsungkannya ikrar talak dalam keadaan 
haid, maka tidak ada kendala. 
Lampiran 6: Dokumentasi Foto 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama : Suroya Aini 
2. NIM : 15.21.2.1.042 
3. Tempat, Tgl Lahir : Ngawi, 26 September 1996 
4. Jenis Kelamin : Perempuan 
5. Alamat : Jatisari RT 02 RW 09, Babadan, Paron, Ngawi 
6. Agama  : Islam 
7. Kewarganegaraan : Indonesia 
8. Nama Ayah : Imam Zarkasi 
9. Nama Ibu  : Jamiatul Khasanah 
10. Riwayat Pendidikan : 
a. TK Dharma Wanita Babadan 2  (Tahun 2001-2002) 
b. SDN Babadan 1    (Tahun 2002-2008) 
c. SMP Al-Islam Pehnangka  (Tahun 2008-2011) 
d. MA AL-Hidayah Kendal Ngawi  (Tahun 2011-2014) 
e. Institut Agama Islam Negeri Surakarta  (Tahun 2015-Sekarang) 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Surakarta, 01 Oktober 2019 
       Penulis 
 
